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RINGKASAN

Penolakan Kelompok Agama Terhadap Pernikahan Sesama Jenis di Amerika
Serikat; Amaliatul Izzah, 2016:195 Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam Amandemen Pertama Konstitusi AS menyebutkan “...freedom of (or
from) religion,freedom of speech; freedom to assemble; freedom to petition the
government.” Artinya, AS membebaskan setiap warga negaranya untuk menganut
(ataupun tidak) suatu agama tertentu. Pada umunya, ahli modernism dan secularism
akan melihat bahwa dengan adanya konsep “freedom of (or from) religion” akan
membawa AS menjadi negara sekuler yang memisahkan lembaga pemerintah
(termasuk orang-orang yang bekerja di pemerintahan) dengan keagamaan tertentu.
Namun demikian, hal tersebut perlu ditinjau kembali karena fakta yang terjadi justru
sebaliknya. Kelompok keagamaan, baik dalam bentuk perserikatan maupun intitusi
gereja, justru tumbuh dengan pesat di AS. Sebagai negara demokrasi, religiusitas
masyarakat AS kemudian juga berpengaruh terhadap politik dan pemerintahan AS. Hal
tersebut juga membawa kelompok agama-kelompok agama yang ada di AS untuk turut
serta mengambil peranan dalam pemerintahan AS, atau setidaknya kebijakan yang
dibuat oleh pemerintah AS.

Skripsi ini akan membahas mengenai kelompok agama dalam politik dan
pemerintahan AS, khususnya bagaimana kelompok tersebut berupaya untuk
mempengaruhi kebijakan pemerintahan AS. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih
komprehensif, penulis akan memfokuskan pada isu pernikahan sesama jenis yang
dalam beberapa dekade terakhir menjadi salah satu isu penting di AS. Sebagain besar
kelompok agama di AS, terutama kelompok agama masyoritas, menolak diakuinya

pernikahan sesama jenis secara hukum. Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan
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oleh kelompok pro-LGBT, prinsip penolakan kelompok agama terhadap pernikahan
sesama jenis kemudian menjadi terancam. Penolakan tersebut yang akan menjadi fokus
utama dalam karya tulis ini, khususnya mengenai bagaimana upaya yang dilakukan
oleh kelompok agama untuk melindungi kelompoknya dari ancaman legalnya
pernikahan homoseksual.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (/ibrary
research) dan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Selanjutnya, untuk membantu
penulis mendapatkan gambaran yang jelas, penulis akan menggunakan konsep
kelompok kepentingan sebagai kerangka pemikiran. Dalam konsep kelompok
kepentingan tersebut, penulis kemudian akan memaparkan 4 metode atau cara yang
digunakan oleh kelompok agama untuk menolak dan mencegah legalisasi pernikahan
sesama jenis di AS, yaitu lobi, kampanye media massa, membangun jaringan politik

melalui pemilu, dan demonstrasi.
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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amerika Serikat (AS) dikenal sebagai negara sekuler yang memisahkan antara
agama dengan negara dan sistem pemerintahannya. Artinya, tidak ada satupun agama
yang diakui sebagai agama resmi Amerika Serikat. Kebebasan Amerika Serikat dari
agama tercermin dalam Amandemen Pertama Konstitusi AS yang menyebutkan bahwa
setiap warga negara Amerika Serikat bebas menganut atau tidak menganut agama
tertentu. Lebih lanjut, berdasarkan klausul yang telah ditetapkan, pemerintah (kongres)
dilarang untuk mendirikan sebuah agama resmi melalui undang-undang ataupun
memilih salah satu agama dibanding yang lain.! Meskipun secara eksplisit Amandemen
Pertama Konstitusi AS hanya menyebutkan Kongres AS, namun Mahkamah Agung
AS telah menetapkan bahwa klausul tersebut berlaku bagi seluruh pemerintah federal.?

Pada tahun 1996, pemerintah AS menetapkan sebuah undang-undang yang
mengatur mengenai perkawinan di AS. Undang-undang tersebut dikenal dengan
Defense of Marriage Act (DOMA) dan terdiri dari 3 bagian. Meskipun tidak
menekankan pada agama atau kepercayaan tertentu, DOMA sejalan dengan berbagai
kepercayaan atau agama yang ada di AS mengenai pernikahan, yaitu bahwa pernikahan
merupakan ritual sakral penyatuan antara laki-laki dengan perempuan.

DOMA diusulkan oleh Bob Barr, seorang perwakilan Partai Republik dari
negara bagian Georgia dan ditandatangani oleh Bill Clinton pada 21 September 1996.
Bill Clinton yang merupakan presiden dari Partai Demokrat pada dasarnya merupakan
orang yang terbuka dengan isu Leshian, Gay, Bisexual, dan Transgender LGBT.

Keputusan Bill Clinton untuk menandatangani DOMA lebih merupakan tindakan

Legal Information Institute. First Amendment, diakses dari
https://www.law.cornell.edu/wex/first amendment, pada tanggal 12 April 2016
2Ibid.



https://www.law.cornell.edu/wex/first_amendment

politis dibandingkan keberpihakan kepada penentang hak kaum gay.> Namun
demikian, Bill Clinton yang pada masa itu sedang melakukan kampanye untuk kembali
terpilin menjadi Presiden AS justru menggunakan DOMA sebagai salah satu alat
kampanyenya. Dalam sebuah iklan radio yang ditujukan kepada kelompok agama
konservatif, Clinton mengkampanyekan penandatanganan undang-undang larangan
pernikahan sesama jenis (DOMA).*

Lahirnya DOMA dilatarbelakangi oleh gugatan Nina Baehr (1993) terhadap
konstitusi negara bagian Hawaiii yang menolak untuk mengeluarkan surat nikah
pasangan sesama jenis. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Agung Negara Bagian
Hawaii memutuskan bahwa pasangan sesama jenis atau homoseksual di Hawaii
memiliki hak yang sama atas surat keterangan menikah seperti halnya pasangan
heteroseksual. Meskipun keputusan tersebut hanya berlaku di negara bagian Hawaii,
keputusan tersebut justru membesarkan hati pendukung kaum gay sekaligus
mendorong penentangan terhadap hak kaum gay untuk menikah diseluruh negara
bagian Amerika Serikat.> Massalnya penolakan terhadap kaum gay pada masa itu
diakibatkan oleh klausul “Full Faith and Credit” Article IV Section | pada Konstitusi
AS. Klausul tersebut menyebutkan bahwa seluruh negara bagian di AS wajib mengakui
hasil keputusan hukum di negara bagian lainnya. Dalam konteks pernikahan sesama
jenis, karena keputusan negara bagian Hawaii mengakui eksistensi pernikahan
homoseksual, maka negara bagian lain juga harus melakukan hal yang serupa.

Bagian kedua DOMA vyang berjudul “Power Reserved to The States”
menyebutkan bahwa tidak ada negara, wilayah, atau kepemilikan Amerika Serikat, atau

suku Indian yang wajib mengakui undang-undang publik ataupun proses hukum di

3peter Barker, 2013. Now in Defense of Gay Marriage, Bill Clinton, New York Times. Diakses dari
http://www.nytimes.com/2013/03/26/us/politics/bill-clintons-decision-and-regret-on-defense-of-
marriage-act.html, pada 12 April 2016

“New York Times. 1996. Ad Touts Clinton’s Opposing Gay Marriage. Diakses dari
http://www.nytimes.com/1996/10/15/us/ad-touts-clinton-s-opposing-gay-marriage.html, pada 12 April
2016

SFindLaw./993: The Hawaiii Case of  Baehr V. Lewin. Diakses dari
http:/files.findlaw.com/pdf/family/family.findlaw.com_marriage 1993-the-Hawaiii-case-of-bachr-v-
lewin.pdf pada 12 April 2016



http://www.nytimes.com/2013/03/26/us/politics/bill-clintons-decision-and-regret-on-defense-of-marriage-act.html
http://www.nytimes.com/2013/03/26/us/politics/bill-clintons-decision-and-regret-on-defense-of-marriage-act.html
http://www.nytimes.com/1996/10/15/us/ad-touts-clinton-s-opposing-gay-marriage.html
http://files.findlaw.com/pdf/family/family.findlaw.com_marriage_1993-the-hawaii-case-of-baehr-v-lewin.pdf
http://files.findlaw.com/pdf/family/family.findlaw.com_marriage_1993-the-hawaii-case-of-baehr-v-lewin.pdf

negara bagian lain yang mengakui pernikahan sesama jenis berdasarkan hukum di
negara tersebut.’ Artinya setiap negara bagian AS boleh (ataupun tidak) mengakui
pernikahan sesama jenis pasangan yang telah menikah di negara tersebut ataupun
negara bagian lainnya. Sementara bagian ketiga menjelaskan secara singkat definisi
pernikahan menurut hukum federal AS: ‘kata ‘menikah’hanya berarti persatuan
hukum antara satu lelaki dengan satu perempuan sebagai suami dan istri, dan kata
‘pasangan’ mengacu pada seseorang yang berlawanan jenis yang merupakan suami
atau istri’.’

Dengan berlakunya DOMA sedikit mengurangi kekhawatiran legalnya
pernikahan homoseksual terutama bagi kalangan konservatif. Namun bagi aktivis gay,
mereka terus berusaha memperjuangkan hak-hak mereka terutama melalui judicial
review baik di tingkatan negara bagian atupun tingkatan federal. Kasus Lawrence v.
Texas contohnya, dimana Mahkamah Agung memutuskan bahwa undang-undang
negara bagian Texas yang melarang sodomi homoseksual tidak kontitusional yang
merupakan pelanggaran terhadap hak privasi.® Serta gugatan Edith Windsor pada 2013
terhadap pemerintah federal AS (dikenal dengan Windsor v. United States) yang
menolak permintaan pengembalian dana pajak yang diwarisakan oleh pasangannya,
Thea Spyer.®

Selain itu, aktivis kaum gay juga melakukan aksi-aksi demonstrasi yang
menuntut pemerintah melegalkan pernikahan homoseksual. Terutama pemerintah
negara bagian yang diberikan kebebasan penuh untuk menentukan apakah negara
tersebut mengakui atau menolak pernikahan sesama jenis. Kelompok lobbyist kaum

gay juga bermunculan di Amerika Serikat, seperti Gay And Lesbian Activist Alliance

®U.S. Government Publishing Office. Diakses dari https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-
104hr3396enr/pdf/BILLS-104hr3396enr.pdf pada 12 April 2016

"Ibid.

8Alex McBride. Lawrence V. Texas (2003). Diakses dari
http://www.pbs.org/wnet/supremecourt/future/landmark lawrence.html pada 12 April 2016

®Ryan J. Reilly dan Sabrina Siddiqui. 2013. Supreme Court DOMA Decision Rules Federal Same-Sex
MarriageBan Unconstitutional. Huffington Post. Diakses dari
http://www.huffingtonpost.com/2013/06/26/supreme-court-doma-decision_n_3454811.html pada 12
April 2016
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(GLAA), kelompok lobbyist hak kaum gay kepada Dewan Perwakilan Washington
DC, serta Garden State Equality di New Jersey.!!

Perjuangan aktivis gay yang terus menerus di berbagai negara bagian Amerika
Serikat juga diiringi oleh penolakan berbagai kelompok yang menentang pernikahan
homoseksual, termasuk kelompok keagamaan. Pada tahun 2008 contohnya, ketika
California mengadakan referendum mengenai pelarangan pernikahan sesama jenis di
California (California proposition 8).52 persen masyarakat California menyatakan
persetujuannya untuk melarang pernikahan sesama jenis di California. Jajak pendapat
menunjukkan bahwa pandangan agama memiliki efek mendalam pada hasil tersebut,
dengan:

- 84 persen orang yang menghadiri misa mingguan memilih ya

- 81 persen Evangelis memilih ya

- 65 persen Protestan memilih ya

- 64 persen umat Katolik memilih ya'?

Selengkapnya, persentase penolakan kelompok agama di AS terhadap legalisasi
pernikahan sesama jenis pasca keputusan Mahkamah Agung dapat dilihat dalam
tabel 1.1 berikut:

GLAA. Diakses dari http://www.glaa.org/aboutglaa.shtml pada 12 April 2016

"Garden State Equality. Diakses dari http://www.gardenstateequality.org/about/ pada 12 April 2016
12Matthai Kuruvila. 2008. Catholics, Mormons allies to pass Prop. 8. Diakses dari
http://www.sfgate.com/news/article/Catholics-Mormons-allied-to-pass-Prop-8-3185965.php _pada 12
April 2016
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Tabel 1.1 Persentase Penolakan Kelompok Agama Terhadap Legalisasi Pernikahan

Sesama Jenis

Do you favor or oppose allowing gay and lesbian couples to marry legally?

Favor | Oppose | Don’t Know/Refused | N=

All Americans 53 37 8 42,586
White evangelical Protestant 26 67 8 7,972
White mainline Protestant 59 32 9 6,406
Black Protestant 38 54 9 3,591
Hispanic Protestant 32 59 9 1,232
Other non-white Protestant 38 48 14 1,379
Catholic 58 32 10 8,946
White Catholic 59 32 8 5,878
Hispanic Catholic 56 31 13 2,287
Other non-white Catholic 56 33 10 781
Jehovah’s Witness 11 72 16 271
Mormon 26 66 7 740
Orthodox Christian 61 32 217
Unitarian/Universalist 96 3 111
Jewish 76 20 4 765
Muslim 41 45 14 299
Buddist 85 11 4 290
Hindu 66 22 12 218
Unaffiliated 78 17 6 8,591

Sumber: PRRI. 2015. Beyond Same-Sex Marriage: Attitudes on LGBT Nondiscrimination
Laws and Religious Exemptions from the 2015 American Values Atlas. Diakses dari
http://www.prri.org/research/beyond-same-sex-marriage-attitudes-on-lgbt-

nondiscrimination-and-religious-exemptions-from-the-2015-american-values-atlas/

Dalam tabel diatas, dapat dilihat bahwa meskipun dukungan terhadap legalisasi

pernikahan kaum gay tinggi, penolakan terhadap hal tersebut juga masih ada yaitu 37%.

Penolakan tersebut terutama datang dari kelompok agama Jehovah’s Witness. Akan

tetapi kelompok agama yang memiliki peran aktif dalam politik pemerintahan AS
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adalah kelompok agama Protestan yang sebagian besar penganutnya menolak legalisasi
pernikahan sesama jenis. Sementara beberapa kelompok agama minoritas seperti
Unitarian/Universalist, Yahudi, dan Buddha, sebagian penganutnya mendukung hak
kaum LGBT untuk menikah secara legal.

Kelompok yang menentang legalisasi pernikahan sesama jenis berpendapat
bahwa hubungan homoseksual merupakan hubungan yang tidak bermoral, melawan
kehendak Tuhan dan merusak tujuan seksualitas manusia, yaitu menghasilkan
keturunan.®® The American Society for the Defense ofTradition,Family and Property
(TFP) yang memiliki afiliasi dengan kelompok Katolik, menyatakan bahwa pernikahan
bukanlah buatan suatu negara tertentu. Sebaliknya, pernikahan merupakan ketetapan
Tuhan dan siapapun yang melanggar tatanan moral alam yang ditetapkan oleh Tuhan
adalah pendosa dan penentang Tuhan.'*

Namun demikian, pada tahun 2015, aktivis gay kembali meraih kemenangan
telak dalam kacamata hukum Amerika Serikat. Melalui judicial review di Mahkamah
Agung AS, diputuskan bahwa DOMA tidak sesuai dengan konstitusi Amerika Serikat
yang menjamin kebebasan individu. Keputusan tersebut juga mengakibatkan
pengakuan terhadap pernikahan pasangan homoseksual di seluruh negara bagian
Amerika Serikat tanpa terkecuali.®®

Kemenangan aktivis gay dalam upaya legalisasi pernikahan sesama jenis di
Amerika Serikat menimbulkan berbagai reaksi. Presiden Barack Obama menyatakan
bahwa hal tersebut merupakan ‘kemenangan untuk Amerika’ dimana ketika seluruh

warga negara Amerika Serikat diperlakukan sama, semua lebih bebas.'® Legalisasi

13Debate.org. History and Debate of Gay Marriage. Diakses dari http://www.debate.org/gay-marriage/
pada 12 April 2016

14TFPStudent Action. 2014. 10 Reasons Why Homosexual “Marriage” is Harmful and Must be
Opposed. Diakses dari http://www.tfpstudentaction.org/politically-incorrect/homosexuality/10-reasons-
why-homosexual-marriage-is-harmful-and-must-be-opposed.html#disqus_thread pada 12 April 2016

15 Dan Roberts dan Sabrina Siddiqui. 2015. Gay marriage declared legal across the US in historic
supreme court ruling. The Guardian. Diakses dari
http://www.theguardian.com/society/2015/jun/26/gay-marriage-legal-supreme-court pada 12 April 2016
16 BBC News. 2015. US Supreme Court rules gay marriage is legal nationwide. Diakses dari
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33290341 pada 12 April 2016
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pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat memang tidak lepas dari peran Obama

yang pada tahun 2011 menetapkan bahwa DOMA tidak konstitusional.!’

Pernyataan
Obama tersebut menunjukkan dukungan besar Gedung Putih terhadap keputusan
Mahkamah Agung mengenai legalisasi pernikahan gay. Terlebih, pasca keputusan
tersebut, Gedung Putih disinari dengan sinar pelangi, simbol kaum LGBT.

Secara teori keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung AS merupakan
keputusan final yang harus ditaati oleh seluruh elemen pemerintah dan warga negara
AS. Tetapi pada faktanya, setelah keputusan Mahkamah Agung AS, beberapa negara
bagian justru menolak untuk mengimplentasikan keputusan Mahkamah Agung AS
dengan menolak memberikan surat keterangan menikah bagi pasangan homoseksual.
Dari 13 negara bagian AS yang belum melegalkan pernikahan sesama jenis, Texas dan
Alabama secara tegas menyatakan penolakan terhadap legalisasi pernikahan
homoseksual di dua negara tersebut. Sementara itu, negara bagian lainnya seperti
Michigan, Mississipi, dan Missouri menyatakan akan melaksanakan keputusan
Mahkamah Agung AS dengan tangan terbuka.

Meskipun sebagian besar dari 13 negara bagian AS bersedia melaksanakan
keputusan Mahkamah Agung AS, pemimpin masing-masing negara bagian
menyatakan keberatannya terhadap keputusan tersebut. Jaksa Agung Texas, Ken
Paxton menyatakan tidak ada pengadilan, hukum, aturan aatupun kata-kata yang dapat
mengubah kebenaran bahwa pernikahan adalah penyatuan antara seorang pria dan
seorang wanita.?’ Sementara Robert J. Bentley, gubernur Alabama menyatakan bahwa
ia tidak akan melegalkan pernikahan sesama jenis di Alabama dan bahwa keputusan

Mahkamah Agung AS merupakan pemaksaan terhadap negara bagian Alabama, sebuah

YCharlie Savage dan Sheryl Gay Stolberg. 2011. In Shift, U.S. Says Marriage Act Blocks Gay
Rights.New York Times. Diakses
darihttp://www.nytimes.com/2011/02/24/us/24marriage.html?pagewanted=all& r=0 pada 12 April
2016

20 Eliott C.McLaughin. 2015. Most states to abide by Supreme Court’s same-sex marriageruling but... .
CNN. Diakses dari http://edition.cnn.com/2015/06/29/us/same-sex-marriage-state-by-state/ pada 12
April 2016
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tirani federal.?! Mereka menekankan pada keyakinan bahwa pernikahan adalah
ketetapan Tuhan yang—seharusnya—dilaksanakan oleh pasangan lawan jenis dan bahwa
Mahkamah Agung AS telahmelampaui otoritasnya. Beberapa juga berjanji untuk
melindungi mereka yang menolak untuk melayani pasangan sesama jenis—
dalampemerintahan ataupun institusi agama—melalui undang-undang negara bagian.
Negara bagian Tennese dan Arkansas contohnya.

Pasca dilegalkannya pernikahan sesama jenis diseluruh negara bagian AS,
protes terhadap keputusan tersebut yang berdasarkan pada kepercayaan agama justru
lebih besar daripada sebelumnya. Tokoh agama konservatif yang menentang
pernikahan homoseksual mengatakan bahwa perjuangan mereka untuk menentang
pernikahan sesama jenis tidak akan berakhir meskipun Mahkamah Agung AS telah
menetapkan untuk melegalkannya.??

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti merasa tertarik untuk
melakukan analisa lebih dalam mengenai kelompok agama di Amerika Serikat dan
menuangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul:

“PENOLAKAN KELOMPOK AGAMA TERHADAP PERNIKAHAN SESAMA
JENIS DI AMERIKA SERIKAT”

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam sebuah penelitian ilmiah, ruang lingkup pembahasan sangat penting
untuk membantu penulis tetap fokus pada tema atau objek penelitian. Lebih jauh,
batasan-batasan atau ruang lingkup yang jelas dapat membantu penulis mempertegas
apa yang ingin disampaikan melalui penelitiannya, serta membantu pembaca untuk
lebih mudah memahami penelitian itu sendiri, seperti dijelaskan oleh Sutrisno Hadi

(1948:8) mengatakan:

2 1bid.

22Tamara Audi dan Jacob Gershman. 2015. Religious Groups Vow to Fight Gay Marriage Despite
Supreme Court. Wall Street Journal. Diakses dari http://www.wsj.com/articles/religious-groups-vow-to-
fight-same-sex-marriage-despite-supreme-court-1435329751 pada 12 April 2016
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“Bagi penyelidik sendiri, penegasan batas-batas ini akan menjadikan
pedoman kerja dan bagi orang lain kepada siapa saja laporan ini hendak
disajikan atau diserahkan. Penegasan selalu berfungsi mencegah
kemungkinan timbulnya kerapuhan pengertian dan kekaburan wilayah
persoalannya.”

Terdapat dua ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini yaitu batasan

materi dan batasan waktu.

1.2.1 Batasan Materi

Penulis membatasi materi penelitian pada reaksi penolakan kelompok agama
terhadap legalisasi pernikahan sesama jenis di AS, dimana yang dimaksud kelompok
agama dalam penelitian ini adalah kelompok kontra-legalisasi pernikahan sesama jenis
yang berpegang teguh pada keyakinan agama sebagai rasionalisasi penolakannya.
Selanjutnya penulis akan memaparkan upaya-upaya kelompok tersebut untuk
mempengaruhi kebijakan atau tindakan pemerintah AS dalam memperjuangkan
penolakannya terhadap legalisasi pernikahan sesama jenis. Semua materi tersebut yang

kemudian akan dianalisa dengan menggunakan konsep kelompok kepentingan.

1.2.2 Batasan Waktu

Penulis membatasi materi penelitian pada reaksi penolakan kelompok agama
terhadap legalisasi pernikahan sesama jenis di AS, dimana yang dimaksud kelompok
agama dalam penelitian ini adalah kelompok kontra-legalisasi pernikahan sesama jenis
yang berpegang teguh pada keyakinan agama sebagai rasionalisasi penolakannya.
Selanjutnya penulis akan memaparkan upaya-upaya kelompok tersebut untuk
mempengaruhi kebijakan atau tindakan pemerintah AS dalam memperjuangkan
penolakannya terhadap legalisasi pernikahan sesama jenis. Semua materi tersebut yang

kemudian akan dianalisa dengan menggunakan konsep kelompok kepentingan.
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1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka
penulis merumuskan masalah yang akan dijawab melalui pembahasan lebih lanjut
dalam penelitian ini, yaitu :
Bagaimana upaya kelompok agama dalam menolak pernikahan sesama

jenis di Amerika Serikat dan sejauh mana keberhasilan upaya tersebut?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berkaitan erat dengan latar belakang dan rumusan masalah
yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengeksplorasi
fakta-fakta terkait peranan agama di Amerika Serikat, khususnya mengacu pada
legalisasi pernikahan sesama jenis. Lebih jauh, melalui penelitian ini penulis berharap
dapat menganalisa mengenai korelasi agama dengan kehidupan masyarakat serta

politik dan pemerintahan di Amerika Serikat.

1.5 Kerangka Pemikiran

Secara sederhana, fenomena legalisasi pernikahan sesama jenis di AS dapat
dipandang dari dua sisi kelompok, yaitu kelompok yang mendukung dan kelompok
yang menolak. Penelitian ini menekankan pada analisa kelompok yang menolak
berikut faktor-faktor yang mendorongnya, terutama dalam faktor agama. Sebelum
menganalisa lebih jauh mengenai bagaimana faktor agama memotivasi kelompok
tertentu untuk menolak legalisasi pernikahan homoseksual di AS, penulis memerlukan
sebuah konsep pemikiran yang dapat membantu penulis menganalisa dan memahami
fenomena tersebut. Konsep kelompok kepentingan menurut penulis merupakan salah
satu konsep yang tepat untuk digunakan menganalisa fenomena penolakan legalisasi

pernikahan sesama jenis di AS.
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1.5.1 Kelompok Kepentingan

Seperti halnya konsep ilmu sosial lainnya, istilah kelompok kepentingan sangat
luas dan tidak dapat didefinisikan secara konkrit. Mendefinisikan dan
mengklasifikasikan kelompok-kelompok sungguh tidak mudah, karena tidak bakunya
watak dari kelompok-kelompok dan keragaman bentuk-bentuk mereka.”® Beberapa
ahli sosial juga menawarkan berbagai pengertian yang berbeda sesuai dengan
pemahamannnya. Diantaranya:

a. Kelompok kepentingan adalah organisasi swasta yang berusaha memengaruhi
kebijakan publik dan memengaruhi perilaku pembuat keputusan politik.?*

b. Kelompok kepentingan adalah individu-individu yang menggabungkan diri
menjadi suatu kelompok yang mengharapkan agar tuntutan mereka lebih didengar
oleh pemerintah.?®

c. Kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi
kebijaksanaan pemerintah tanpa, pada waktu yang sama, berkehendak
memperoleh jabatan publik.?

d. Kelompok kepentingan adalah salah satu mekanisme penting di AS dimana
masyarakat dapat menyampaikan ide, kebutuhan, dan pandangannya kepada
pemerintah terpilih.?’

e. Kelompok kepentingan adalah entitas non-negara yang berupaya untuk

mempengaruhi pemerintah.?®

23 Andrey Heywod. 2014. Politic. Ahmad Lintang Lazuardi (Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hlm. 432

24 Stephen Sussman. 2013. Kelompok Kepentingan dan Pluralisme. Dalam John T. Ishiyama dan
Marijke Breuning (editor). /lmu Politik Dalam Paradigma Abad ke-21Sebuah Referensi Panduan
Tematis.Terj. Tri Wibowo B.S. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Him. 87.

25 Miriam Budiarjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 382-
383

%6 Colin MacAndrews. Kelompok Kepentingan dan Partai Politik, dalam Mochtar Mas’oed dan Colin
MacAndrews (editor) . 1986. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gajah MadaUniversity Press.
Hlm. 53

2R, Allen Hays. The Role of Interest Group. Diakses dari
http://www.ait.org.tw/infousa/zhtw/DOCS/Demopaper/dmpaper9.html pada 13 April 2016

28 Richard Meissner. 2015. Interest Groups, Water Politics and Governance: The Case of the Lesotho
Highlands Water Project. South Africa: Springer. Hlm. 8
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f. Kelompok kepentingan adalah sebuah badan terorganisir individu yang berbagi

beberapa tujuan dan yang mencoba untuk mempengaruhi kebijakan publik.?°

Dari berbagai pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kelompok
kepentingan adalah sekumpulan orang yang memiliki kepentingan tertentu yang
bergabung untuk bersama-sama menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah atau
pejabat publik. Tujuan dari kelompok kepentingan itu sendiri berbeda-beda sesuai
dengan jenis kelompok dan kepentingannya. Sebagian besar adalah untuk
mempengaruhi kebijakan publik yang berkenaan dengan kepentingan kelompok
ataupun masyarakat luas.

Salah satu klasifikasi yang umum digunakan untuk membedakan antara jenis
dasar kelompok kepentingan yaitu berdasarkan paparan Gabriel Almond dan G.
Bingham Powell, yaitu: (1) kelompok kepentingan asosiasional; (2) kelompok
kepentingan nonasosiasional; (3) kelompok kepentingan institusional; dan (4)
kelompok kepentingan anomi.*® Berikut penjelasannya:

a. Kelompok kepentingan asosiasional

Kelompok kepentingan asosioasional adalah kelompok kepentingan yang
memiliki struktur formal dengan tujuan-tujuan eksplisit yang konkrit. Kelompok
kepentingan asosiasional memiliki nama khas, markas nasional, staf professional, dan
agenda politik terkait dengan karakteristik, tujuan, keyakinan, dan nilai-nilai kelompok
itu sendiri.3! Kelompok ini meliputi serikat buruh, kamar dagang atau perkumpulan
usahawan dan industrialis, paguyuban etnik, persatuan-persatuan yang diorganisir oleh
kelompok-kelompok agama, dan sebagainya.

b. Kelompok kepentingan nonasosiasional

29 Jeffrey Berry. 1989. The Interest Group Society. Dalam R. Allen Hays. The Role of Interest Group.
Diakses dari http://www.ait.org.tw/infousa/zhtw/DOCS/Demopaper/dmpaper9.html pada 13 April 2016
0Gabriel Almond dan G. Bingham Powell. 1966. Comparative Politics: A Development Approach.
Dalam Thomas M. Magstadt. Understanding Politics: Ideas, Institutions, and Issues. Amerika Serikat:
Wadsworth Cengage Learning. Hlm. 379

31 Thomas M Magstadt. 2008. Understanding Politics: Ideas, Institutions, and Issues. Amerika Serikat:
Wadsworth Cengage Learning. Him. 379

32Colin MacAndrews. Kelompok Op.Cit. HIm. 56
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Kelompok kepentingan nonasosiasional tidak memiliki struktur formal yang
resmi namun mencerminkan kepentingan ras, etnis, budaya, atau agama yang mampu
berartikulasi kedalam kekuatan politik yang kuat pada situasi tertentu.®® Kelompok
kepentingan ini memiliki solidaritas yang kuat karena pada umumnya terbentuk atau
melekat pada diri individu semenjak lahir.Secara teoritis, kegiatan kelompok
nonasosiasional teutama sekali merupakan ciri masyarakat belum-maju, dimana
kesetiaan kesukuan atau keluarga-keluarga aristokrat mendominasi kehidupan politik,
dan dimana kelompok kepentingan yang terorganisir dan mengkhusus tidak ada atau
masih lemah.3*

c. Kelompok kepentingan intitusional

Kelompok kepentingan institusional adalah kelompok-kelompok formal yang
berada dalam atau bekerja sama secara erat dengan pemerintahan seperti birokrasi dan
kelompok militer.>® Kelompok kepentingan institusional akan memiliki peranan atau
pengaruh yang besar dalam politik ketika kelompok tersebut memiliki hubungan yang
erat dengan birokrat-birokrat yang menjabat dalam pemerintahan.

d. Kelompok kepentingan anomi

Kelompok kepentingan anomi terbentuk diantara unsur-unsur dalam
masyarakat secara spontan dan hanya seketika.*® Individu-individu yang terlibat dalam
kelompok ini memiliki perasaan frustasi dan ketidakpuasan yang sama.®’ Meskipun
hanya spontan dan seketika, kelompok kepentingan anomi dapat menjadi kekuatan
kelompok yang massive apabila tingkat kepentingan atau permasalahan yang diusung
mendesak. Apabila keresahan kelompok kepentingan ini tidak segera diatasi, maka
masyarakat dapat memasuki keadaan anomi, yaitu situasi chaos dan lawlessness yang

diakibatkan runtuhnya perangkat nilai dan norma yang sudah menjadi tradisi, tanpa

33 Thomas M. Magstadt. 2008. Understanding... Loc. Cit.
34Colin MacAndrews. Kelompok...Op.Cit. Hlm. 55

% Miriam Budiarjo. 2008. Dasar-Dasar... Op. Cit. Him 388
3%6Colin MacAndrews. Kelompok...Op. Cit. Hlm. 54

87 Miriam Budiarjo. 2008. Dasar-Dasar... Op. Cit. Him 387
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diganti nilai-nilai baru yang dapat diterima secara umum.® Salah satu contohnya
adalah protes masyarakat AS menentang Perang Vietnam pada tahun 1960-an.

Tujuan kelompok kepentingan ataupun kelompok penekan bermacam-macam
sesuai dengan jenis dan isu kepentingan yang dibawanya. Namun secara umum,
tujuannya adalah untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah sesuai dengan
kepentingan kelompok tersebut. Kebijakan merupakan hasil tawar-menawar dan
kompromi antar kelompok dimana negara berperan sebagai wasit/juru pisahnya.
Sebelum kebijaksanaan-kebijaksanaan (kebijakan-kebijakan) dan tujuan-tujuan dapat
ditetapkan, individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat harus
menentukan apa yang menjadi kepentinganmereka, yaitu apa yang ingin mereka
dapatkan dari politik.*® Kepentingan-kepentingan dan tuntutan-tuntutan ini kemudian
harus digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijakan.**

Sebelum memaparkan lebih jauh mengenai bagaimana kelompok-kelompok
kepentingan mencapai tujuannya, perlu dipahami bahwa beberapa ahli membedakan
kelompok kepentingan dengan kelompok penekan (pressure group). Richard Meissner
menyatakan bahwa kelompok penekan memfokuskan kegiatan mereka utamanya
dalam kebijakan pemerintah atau proses pemerintahan, sementara kelompok
kepentingan berupaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, proses
pemerintahan, dan organisasi sosial lainnya melalui berbagai cara.*> Kelompok
penekan secara sengaja mengelompokkan diri untuk satu tujuan khusus dan setelah

tujuan tercapai, maka mereka akan membubarkan diri.*®

38Ibid.

¥Geoffrey Ponton dan Peter Gill.1993.Introduction to Politics. United Kingdom: Wiley-Blackwell. Him
134-135.

“0Colin MacAndrews. Studi Perbandingan Sistem Politik, dalam Mochtar Mas’oed dan Colin
MacAndrews (editor). 1986. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gajah MadaUniversity Press.
Hlm. 31

“Ibid.

42 Richard Meissner. 2015. Interest Groups, ... Loc.Cit

43 Linda Rahwamati. 2008. “Partisipasi Kelompok Agama Sebagai Kelompok Kepentingan Dalam
Politik di Amerika Serikat”.Skripsi pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Jember: Universitas
Jember. Him. 14
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Meskipun demikian, beberapa ahli politik juga tidak membedakan antara
kelompok kepentingan dengan kelompok penekan. Hal tersebut hanya merupakan
perbedaan istilah dengan makna yang sama. David Truman mendefinisikan kelompok
kepentingan sebagai:

“a shared-attitude group that makes certain claims upon other groups
in society. If and when it makes its claim through or upon any of the
institutions of government, it becomes a political interest groups.”™**

Kelompok tersebut juga sering dinamakan sebagai ‘kelompok kepentingan’
atau “pelobi’.*® Milton C. Cummings dan David Wise juga menyatakan bahwa apapun
istilah kelompok tersebut-entah kelompokkepentingan, kelompok penekan ataupun
pelobi—tujuan mereka adalah sama, yaitu untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan
pemerintah.*®

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendapat Cummings dan Wise
yang tidak membedakan kelompok kepentingan dengan kelompok penekan. Ada
kalanya sebuah kelompok kepentingan menjadi kelompok penekan dan begitu pula
sebaliknya, boleh jadi kelompok penekan kemudian menjadi kelompok kepentingan
yang terus bertahan untuk mengawal dan mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah
yang terkait dengan kepentingan kelompok tersebut. Kita menamakannya kelompok
kepentingan ketika merasa klinis (feeling clinical), kelompok penekan ketika merasa
genting, dan pelobi ketika kita melihat mereka bekerja di lima puluh satu ibukota.*’

Untuk menyampaikan aspirasi dan mempengaruhi pemerintah, ada banyak jalur
yang digunakan oleh kelompok kepentingan. Thomas M. Magstadt dalam
Understanding Politics Ideas, Institutions, and Issues, menyatakan bahwa dalam

mempengaruhi pejabat terpilih, kelompok kepentingan biasanya menggunakan tiga

4David Truman. 1951. The Governmental Process. Dalam William J. Keefe, dkk. American Democracy:
Institutions, Politics, and Policies. California: The Dorsey Press. Him. 238

BWilliam J. Keefe, dkk. 1983. American Democracy: Institutions, Politics, and Policies. California: The
Dorsey Press. Hlm. 238

4Milton C. Cummings, JR. dan David Wise. 1971. Democracy Under Pressure: An Introduction to the
American Political System. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc. Him. 200

4Clinton Rossiter. 1960. Parties and Politics in America, dalam William J. Keefe, dkk. American
Democracy: Institutions, Politics, and Policies. California: The Dorsey Press. Hlm. 238
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cara utama, yaitu: (1) dengan pemilihan wakil terpilih yang dipercaya; (2) melalui
akses terhadap pejabat terpilih; (3) melalui kampanye media massa. Sementara
Mochtar Mas’oed danColin Mac Andrews menyebutkan saluran kelompok
kepentingan yaitu: demontrasi dan tindak kekerasan, hubungan pribadi (dengan pejabat
pemerintahan), perwakilan langsung, serta saluran formal dan institusi lain.

Di Amerika Serikat, bagaimana kelompok kepentingan mempengaruhi

pemerintah dapat dijelaskan dalam alur berikut:

PEJABAT
1LLOWM
PEMERINTAH
MEMPENGARUHI
/MENEKAN
KELOMPOK KERUJARAN
AGAMA KEPUTUSAN
(KELOMPOK PEMERINTAIL
LOMPOK 2 KAMPANYE
PENEKAN) MEDIA MASSA
MEMPENGARUHI
3 PEMILU PURBLIK
MENDUKUNG
CALON atan
POLITISI

MASYARAEKAT UMUM

A DEMONSTRASLY
PROTES

Gambar 1.1 Diagram Alur Perjuangan Kelompok Kepentingan

Dalam gambar 1.1 diatas, terdapat 4 jalur utama kelompok kepentingan dalam
mempengaruhi kebijakan atau keputusan pemerintah, yaitu lobi, kampanye media
massa, dukungan terhadap calon pejabat publik dalam pemilu, dan demonstrasi.
Sebuah kelompok kepentingan dapat menggunakan satu ataupun lebih jalur-jalur
tersebut. Selanjutnya penjelasan detail mengenai keempat jalur tersebut akan

dipaparkan berikut.

15.1.1 Lobi (Lobbying)
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Lobbying, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk
menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin politik dengan maksud
mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang
menyangkut sejumlah besar orang.“® Dalam literatur politik dan pemerintahan AS, lobi
sering dibagi menjadi lobi langsung (direct lobbying) dan lobi tidak langsung (indirect
lobbying). Namun yang dimaksud disini adalah lobi langsung, yaitudimana terdapat
kontak langsung antara pelobi—kelompok kepentingan—dengan pejabat pemerintah.*®
Sementara lobi tidak langsung yang berupaya mempengaruhi pemerintah melalui opini
publik akan dijelaskan dalam bentuk selanjutnya, kampanye media massa.

Pelobi berhubungan dengan berbagai kegiatan untuk mempengaruhi
pembuatan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Hal tersebut termasuk, dalam
skala minimal, kegiatan dibawah ini:

a. Berhubungan dalam rapat pribadi dengan pejabat pemerintah, termasuk penasehat
presiden, untuk memberitahukan kepentingan pelobi. Apa yang disampaikan oleh
perwakilan kelompok kepentingan dalam pertemuan tersebut akan menjadi dasar
atau alasan bagi pejabat yang ditemui untuk berargumen dalam pemerintahan.

b. Bersaksi didepan komite kongres untuk mendukung atau melawan perundang-
undangan yang sedang dipertimbangkan oleh kongres.

Cc. Bersaksi didepan agen pembuat peraturan ekskutif untuk mendukung atau
melawan sebuah peraturan.

d. Membantu legislator atau birokrat dalam mengkonsepkan undang-undang atau
peraturan tertentu.

e. Mengundang legislator ke acara-acara sosial. Pelobi merasa menghubungi
pemerintah dalam acara informal merupakan salah satu cara yang efektif.

f. Menyediakan informasi kepada anggota legislatif atau pejabat pemerintah lainnya.

8 Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta:
Rineka Cipta. HIm. 16
“SWilliam J. Keefe, dkk. 1983. American...Op.Cit. Him. 258
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g. Menyediakan nominasi untuk penunjukan federal dalam cabang eksekutif.>

1.5.1.2 Kampanye Media Massa

Kampanye media massa dapat merupakan salah satu bentuk lobi tidak langsung,
yaitu upaya untuk mempengaruhi pemerintah melalui pihak ketiga—yang bisa jadi
merupakan konstituen, masyarakat umum, atau kelompok kepentingan lain.>! Dengan
menggunakan televisi, majalah dan iklan koran, dan surat langsung (direct mailings)
kepada masyarakat umum dan penonton yang spesifik, kelompok kepentingan
menciptakan iklim yang kondusif untuk tujuan-tujuannya.>?

Dalam kampanye media massa, teknologi memiliki peranan yang sangat
penting. Selain mudah dan murah, teknologi dapat menjangkau seluruh masyarakat.
Hal ini menjadi sebuah alat yang sangat strategis untuk digunakan. Tidak hanya melalui
televisi atau koran, kampanye media massa kini juga melalui internet yang juga
memungkinkan kelompok kepentingan untuk: (1) menyampaikan informasi dan
mempengaruhi opini publik; dan (2) mengirimkan petisi online (e-petition) terhadap
pemerintah. Change.org contohnya. Selain itu, biasanya beberapa kelompok
kepentingan juga menggunakan website untuk menyampaikan informasi atau

kepentingannya sekaligus menjaring suara masyarakat.

1.5.1.3 Pemilu (Membangun Jaringan Politik dalam Pemerintahan Amerika Serikat)
Pemilihan umum merupakan salah satu sarana demokrasi yang sangat krusial di
Amerika Serikat. Momen ini juga sangat strategis bagi kelompok kepentingan untuk
menyampaikan aspirasi dan mempengaruhi pejabat pemerintah yang mungkin terpilih
kemudian. Apa yang dimaksud dengan pemilihan umum disini tidak terbatas dengan

cara memberikan suara (vote) tetapi juga dalam memberikan bantuan kampanye. Di

S0Barbara A. Bardes, dkk. 1998. American Government and Politics Today: The Essentials. United
States: Wadsworth Publishing Company. Hlm. 139-240

SUbid. Hlm. 244

$2Milton C. Cummings, JR. dan David Wise. 1971. Democracy ... Op.Cit.Hlm. 206
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sebagian besar negara bagian AS yang terdapat kelompok kepentingan skala besar,
kandidat atau calon pejabat bertanding untuk dukungan kelompok tersebut selama
masa kampanye.>?

Selain itu, kelompok kepentingan juga terlibat dalam pendanaan kandidat yang
bertanding dalam pemilu. Bahkan, dalam dua dekade terakhir, bentuk bantuan
kampanye yang paling penting dari kelompok kepentingan adalah komite aksi
kelompok kepentingan (PAC: Political Action Committee).>* Hal ini merupakan salah
satu bentuk yang menarik dari politik Amerika Serikat karena sebagian besar dana
kampanye yang dimiliki oleh kandidat umumnya berasal dari kelompok kepentingan.®®

Selain PAC, ada juga Super PAC. Super PAC merupakan bentuk baru PAC yang
dibuat setelah keputusan Pengadilan Banding AS dalam kasus Speechnow.org v.
Federal Election Commission pada tahun 2010.%® Berbeda dengan PAC biasa, Super
PAC dilarang memberikan bantuan dana secara langsung kepada calon pejabat publik.
Dengan demikian, tidak ada batasan dana ataupun sumber dana yang dapat digunakan
oleh Super PAC. Secara teknis, Super PAC dikenal dengan komite independent
expenditure-only yang mengumpulkan dana tak terbatas dari perusahaan, unions,
asosiasi dan insividu untuk mendukung atau menolak kandidat politik.>’

Federal Election Commission mendefinisikan independent expenditure sebagai:

“an expenditure for a communication "expressly advocating the
election or defeat of a clearly identified candidate that is not made in
cooperation, consultation, or concert with, or at the request or
suggestion of, a candidate, a candidate’s authorized committee, or their
agents, or a political party or its agents ™

53Barbara A. Bardes, dkk. 1998. American ... Loc.Cit. Hlm. 240

SIbid.

%5Selengkapnya mengenai PAC dan jumlah kontribusinya terhadap partai politik atau kandidat dapat
dilihat di https://www.opensecrets.org/pacs/ pada 15 April 2016

%0pen Secret.org. What is PAC?. Diakses dari https://www.opensecrets.org/pacs/pacfaq.php pada 13
April 2016

5Open Secret.org. Super PACs. Diakses dari
https://www.opensecrets.org/pacs/superpacs.php?cycle=2014 pada 13 April 2016

8Federal Election Commission. 2007. Coordinated Communication and Independent Expenditures.
Diakses dari http://www.fec.gov/pages/brochures/indexp.shtml#CC pada 13 April 2016



https://www.opensecrets.org/pacs/
https://www.opensecrets.org/pacs/pacfaq.php
https://www.opensecrets.org/pacs/superpacs.php?cycle=2014
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Dengan demikian, cara yang digunakan oleh Super PAC adalah dengan
membuat komunikasi massa yang mendukung atau menolak calon pejabat publik.
Komunikasi massa tersebut dapat berupa iklan televisi, surat edaran, brosur, dan cara
komunikasi lainnya.

Dalam memberikan bantuan baik berupa human resource untuk kampanye,
dana, ataupun suara, kelompok kepentingan tidak memilih secara acak, melainkan
dengan berbagai cara. Selain melalui debat calon seperti yang telah disebutkan
sebelumnya, kelompok kepentingan juga dapat menggunakan permainan rating (the
ratings game). Setiap tahun, kelompok kepentingan memilih mereka yang memberikan

t.° Selain

suara terhadap undang-undang yang dirasa penting bagi kelompok tersebu
memberi dukungan pada seorang kandidat, kelompok kepentingan juga dapat menjadi
media penjaringan kandidat dengan mencalonkan anggotanya. Umumnya, kelompok
kepentingan memiliki kontrak politik dengan kandidat yang didukung atau dicalonkan.
Kontrak politik tersebut dapat berupa bermacam-macam hal sesuai dengan kesepakatan

kedua belah pihak.

1.5.1.4 Demonstrasi

Pilihan terakhir yang digunakan oleh kelompok kepentingan apabila mereka
tidak dapat menjangkau pemerintah adalah melalui demonstrasi. Demonstrasi dapat
bertujuan untuk mempengaruhi atau menekan pemerintah mengenai sebuah keputusan
tertentu atau dapat juga menjadi cara untuk mempengaruhi opini publik dan menjaring
dukungan publik yang lebih luas.

Kebebasan masyarakat AS untuk melakukan demonstrasi (di Amerika lebih
sering disebut dengan protest atau peaceful assembly) dijamin dalam Amandemen
Konstitusi Pertama AS yang menyatakan:

“Congres shall make no law respecting an establishment of religion, or
prohibiting the free exercise thereof: or abridging the freedom of

9Barbara A. Bardes, dkk. 1998. American ... Loc.Cit. Hlm. 240
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speech, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble,
and to petition the Goivernment for a redress of grievances.”®

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan latar belakang dan konsep pemikiran diatas, argumen utama
penulis dalam karya tulis ilmiah ini adalah kelompok agama yang menolak pernikahan
sesama jenis di AS berupaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah Amerika
Serikat melalui berbagai cara seperti lobbying terhadap badan legislatif, demonstrasi
dan kampanye-kampanye terhadap legalisasi pernikahan sesama jenis, serta penolakan
secara langsung melalui individu-individu yang menjabat di pemerintahan—baik
pemerintahan federal maupun negara bagian—atas dasar agama. Kelompok tersebut
dapat dikategorikan sebagai kelompok nonasosiasional maupun asosiasional yang
mencerminkan kepentingan agama dan mampu mengartikulasikan nilai-nilai agama

menjadi kekuatan politik untuk mempengaruhi kebijakan atau tindakan pemerintah AS.

1.7 Metode Penelitian
1.7.1 Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder, yaitu
data-data yang berasal dari sumber yang telah ada sebelumnya. Data-data yang
tercantum dalam penelitian ini berasal, di antaranya adalah dari:
a. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
b. Perpustakaan Fakultas [lmu Sosial dan IImu Politik Universitas Jember
C. Situs internet

d. Media Massa

0Andrew M. Winston. 2014. Right to Peaceful Assembly: United States. Diakses dari
https://www.loc.gov/law/help/peaceful-assembly/us.php pada 15 April 2016
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1.7.2 Teknik Analisa Data

Karya tulis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam menganalisis
data yang ada. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang
sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman
tersebut didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi
fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan berupa

pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis menyusunnya
menjadi beberapa bab yang saling berkaitan, yaitu:

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah,
tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 Profil dan Politik Pemerintahan Amerika Serikat

Dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai sistem politik dan
pemerintahan AS. Sebagai referensi, paparan tersebut akan mengacu pada konstitusi
AS yang mengatur sistem pemerintahan AS beserta wewenang dan mekanisme kerja
sistem tersebut.

BAB 3 Kelompok Kepentingan di Amerika Serikat

Dalam bab ini penulis akan memaparkan posisi kelompok kepentingan dalam
pembuatan keputusan atau kebijakan pemerintah AS. Penulis juga akan sedikit
memaparkan penelitian terdahulu mengenai bagaimana partisipasi kelompok
kepentingan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah AS.

BAB 4 Upaya Kelompok Agama dalam Menolak Pernikahan Sesama Jenis
di Amerika Serikat.

Dalam bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan,

yaitu bagaimana upaya kelompok agama dalam menolak legalisasi pernikahan sesama
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jenis di AS, dengan menggunakan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan pada Bab
1. Selain itu, penulis juga akan mneguraikan hal-hal yang dicapai oleh kelompok agama
melalui upaya-upaya yang telah dilakukan.

BAB 5 Kesimpulan

Bab terakhir ini akan berisi kesimpulan mengenai penelitian ini.
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BAB 2 PROFIL DAN POLITIK PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT

2.1 Gambaran Umum Amerika Serikat

Amerika Serikat (AS) merupakan negara terbesar ketiga didunia dalam skala
ukuran besar negara.! Terletak di Amerika Utara, di sebelah barat AS berbatasan
dengan Samudera Pasifik dan Samudera Atlantik di sebelah timurnya. Sementara di
bagian utara AS berbatasan dengan Kanada dan di bagian selatan berbatasan dengan
Meksiko. Sesuai dengan nama resminya, AS merupakan kumpulan atau perhimpunan
dari negara-negara di wilayah Amerika Utara yang menggabungkan diri semenjak
Deklarasi Kemerdekaan AS. Berawal dari 13 negara bagian, hingga saat ini AS
memiliki 50 negara bagian dan 1 distrik khusus. Distrik tersebut dikenal sebagai
District of Columbia atau Washington, D.C. Selain berfungsi sebagai ibu kota negara,
Washington D.C juga merupakan pusat pemerintahan negara AS.

Dari kelima puluh negara bagian, dua negara bagian AS tidak terletak dalam
wilayah yang sama dengan negara bagian lainnya. Kedua negara bagian tersebut adalah
negara bagian Alaska dan negara bagian Hawaii. Negara bagian Alaska terletak di
bagian barat laut Amerika Utara sedangkan negara bagian Hawaii merupakan sebuah
pulau di pertengahan Pasifik.? Selain itu, AS juga memiliki lima wilayah berpopulasi
dan sembilan wilayah tidak berpopulasi di wilayah Pasifik dan Karibia.?

Secara populasi, AS juga tercatat sebagai salah satu negara dengan populasi besar
ketiga di dunia. Populasi tersebut beragam dengan orang-orang dari seluruh dunia yang
mencari perlindungan dan cara hidup yang lebih baik.* Sepanjang sejarahnya, AS

memang dikenal sebagai negara pelarian orang-orang yang mencari kebebasan.

! National Geopgraphic Kids. United States. Diakses dari

http://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/united-states/#united-states-golden-gate-
bridge.jpg pada 15 April 2016

2 Mapnall. Dalam Map — United States. Diakses dari http://www.mapnall.com/en/Map-United-
States 1072816.html pada 13 April 2016

3Ibid.

Ibid.
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Masyarakat AS awal juga merupakan orang-orang Inggris yang meninggalkan
negaranya dengan berbagai macam alasan, terutama kebebasan. Terbukanya AS kepada
para imigran dari berbagai belahan dunia kemudian menjadikan AS sebagai salah satu
negara dengan beragam etnis dan multikultural di dunia.

Didorong oleh doktrin manifest destiny, yaitu keyakinan bahwa AS ditakdirkan
untuk melintasi benua, AS memulai ekspansi di Amerika Utara sepanjang abad ke-19.
Pada akhir abad ke-19 AS juga memulai ekspansi ke wilayah Samudera Pasifik dan
ekonominya mulai melambung.® Hingga saat ini Amerika Serikat memiliki
perekonomian nasional terbesar di dunia. Selain karena fakor kelimpahan sumber daya
alam dan produktivitas yang tinggi, sebagian besar perekonomian AS bergantung pada
perdagangan internasional

AS terbagi dalam 6 wilayah besar, yaitu New England, mid-Atlantic, the South,
the Midwest, the Southwest dan the West. Keenam wilayah tersebut memiliki ciri khas
tersendiri, yaitu:

a. New England (Connecticut, Maine Massachusettsm, New Hamphshire, Rhode
Island, dan Vermont) merupakan tempat pelarian masyarakat Eropa yang mencari
kebebasan beragama.®

b. Mid-Atlantic (Delaware, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania, dan
Washigton, D.C.) merupakan kawasan industri yang menjadi tujuan imigran-
imigran Eropa.

C. The South (Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana,
Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia, dan West
Virginia) berdasarkan survey oleh Gallup, Inc., merupakan wilayah negara bagian

yang paling religius.’

*Ibid.

®Ibid.

" Niraj Chockshi. 2015. The Religious States of America, in 22 Maps. Diakses dari
https://www.washingtonpost.com/blogs/govbeat/wp/2015/02/26/the-religious-states-of-america-in-22-
maps/ pada 13 April 2016
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d. The Midwest (Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri,
Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota, dan Wisconsin) adalah wilayah dari
negara-negara yang berbasis agrikultur dan dikenal dengan nation’s breadbasket.®

€. The Southwest (Arizona, New Mexico, Oklahoma, dan Texas) merupakan tempat
bagi keajaiban alam di dunia dengan pemandangan rumput dan gurun yang indah.®

f.  The West (Alaska, Colorado, California, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada,
Oregon, Utah, Washington, dan Wyoming) merupakan simbol dari semangat

perintis AS.%

2.2 Politik dan Pemerintahan

Pada awal abad ke-20, masyarakat AS merasa bahwa mereka tidak
membutuhkan hubungan dengan dunia luar atau negara manapun, sehingga setelah
Perang Dunia I AS kembali ke kebijakan isolasionisme.** Dengan kebijakan tersebut,
artinya AS menghindari keterlibatan dalam perselisihan atau konflik internasional
apapun yang dapat memicu perang. Namun kebijakan tersebut berubah ketika Jepang
menyerang angkatan laut AS di Pearl Harbor, Hawaii, pada 7 Desember 1941.12
Semenjak serangan tersebut, AS mulai membuka diri, bergabung dengan negara-negara
Eropa dalam Perang Dunia II serta terus menjalin hubungan luar negeri dengan
berbagai negara di dunia hingga AS menjadi salah satu negara yang memiliki peranan
penting dalam skala global.

Dalam kebijakan publiknya, AS menganut sistem liberal demokrasi yang sangat

menjunjung tinggi nilai kebebasan individu. Dua hal yang menginspirasi nilai-nilai

8National Geographic Kids.United States. Diakses dari
http://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/united-states/#united-states-golden-gate-
bridge.jpg pada 1 Mei 2016

*Ibid.

O1bid.

n BBC. The UsSA and The Wider World. Dikases dari
hzttp://www.bbc.co.uk/schools/ gcsebitesize/history/tch_wjec/usal9292000/3foreignpolicyl.shtml

21pid.
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kebebasan individu AS yaitu pengaruh filsuf hak natural®® serta pengaruh Kristen
protestan. Filsuf hak natural percaya bahwa manusia pernah hidup dalam keadaan
alami dimana manusia memiliki kebebasan penuh atas dirinya. Tetapi, keadaan alami
juga mengandung kesengsaraan dan ketidakpastian yang diakibatkan oleh kebebasan
manusia itu sendiri. Maka dari itu, untuk bertahan hidup, manusia menjalin kontrak
sosial atau bersatu dalam kedaulatan, sepakat untuk meninggalkan beberapa kebebasan
tertentu tetapi tanpa meninggalkan hak fundamental seperti: hak hidup, hak untuk
berkespresi, dan hak memiliki properti.'* Sementara pengaruh Kristen protestan juga
masih mempengaruhi kehidupan AS dengan kepercayaan bahwa diatas segala-galanya,
manusia merupakan individu yang memiliki kebebasan yang tidak dapat dikekang oleh
siapapun. Kebebasan tersebut juga tercermin dalam sistem ekonomi dimana setiap
individu memiliki hak untuk mengembangkan ekonomi, memperkaya dirinya dan
mengejar kebahagiaan.

Namun demikian, meskipun AS dibangun atas dasar kebebasan, AS juga
menyadari pentingnya aturan untuk mencegah kebebasan yang tidak terkontrol dan
meminimalisir keadaan natural yang mengerikan. Aturan-aturan tersebut digambarkan
dalam konstitusi AS yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai bentuk politik dan
pemerintahan AS. Terdiri atas satu pembukaan, 7 pasal dan 27 amandemen, konstitusi
AS menyebutkan pemisahan dan wewenang antara badan-badan pemerintah AS.™®
Selengkapnya, Richard J.Hardy menyebutkan ciri dasar konstitusi AS yaitu pemisahan

kekuasaan, check and balances, federalism, dan supremasi hukum nasional.®

13 Richard J. Hardy. 2013. Pembentukan Sistem Politik Amerika. Dalam John T. Ishiyama dan Marijke
Breuning (editor). /lmu Politik Dalam Paradigma Abad ke-21Sebuah Referensi Panduan Tematis.Tetj.
Tri Wibowo B.S. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 1101.

41bid., Him. 1101-1102.

15 Selengkapnya mengenai Konstitusi Amerika Serikat dapat dilihat di
http://constitutioncenter.org/media/files/constitution.pdf

16 Richar J. Hardy. 2013. Pembentukan ... Op.Cit. Him.1112-1114.
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2.2.1 Pemisahan Kekuasaan
Latar belakang pemisahan kekuasaan AS dalam konstitusinya dapat ditelusuri
pada para pendiri negara AS. James Madison, salah satu pendiri AS, akrab dengan
konsep pemisahan kekuasaan Montesquieu (1748/1989) dan keharusan untuk
mencegah kepentingan siapapun menjadi terlalu kuasa.!’ Pemisahan kekuasaan
mengacu pada pembagian tanggung jawab pemerintah dalam cabang yang berbeda
untuk membatasi salah satu cabang dari menjalankan fungsi cabang lainnya.®
Cabang-cabang yang dimaksud dalam pemisahan kekuasaan di AS vyaitu
legislatif, eksekutif dan yudikatif. Setiap badan tersebut memiliki kerangka kerja
masing-masing yang terpisah namun masih dalam satu kerangka demokrasi. Karena
dibatasi untuk berfungsi secara spesifik, maka lembaga-lembaga pemerintahan yang
berbeda itu mengembangkan keahlian dan kebanggaan akan peran masing-masing.®
a. Legislatif
Dalam Article I, Section I Konstitusi AS menyebutkan : ‘semua kekuasaan
legislatif harus diberikan kepada Kongres AS, yang terdiri dari Senat dan Dewan
Perwakilan Rakyat (HOR)’. Section selanjutnya juga mengatur mengenai syarat-syarat
anggota Senat dan HOR, mekanisme pemilihan Senat dan HOR, serta tugas-tugasnya.
Secara luas, berikut wewenang Kongres dalam Article I Konstitusi AS:
1. Mengadakan dan memungut pajak
2. Meminjam uang untuk keuangan rakyat
3. Membuat undang-undang dan peraturan-peraturan utnuk mengatur
perdagangan di antara negara-negara bagian dan dengan negara-negara asing
4, Membuat peraturan-peraturan yang seragam untuk  naturalisasi

(perwarganegaraan) warga asing

YIbid. Him. 1112

18 NCSL. Separation of Powers — An Overview. Diakses dari http://www.ncsl.org/research/about-state-
legislatures/separation-of-powers-an-overview.aspx pada 1 Mei 2016

19 Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat. Hlm. 43.
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Membuat mata uang, mencantumkan nilainya, dan menangani hukuman untuk
para pemalsu uang

Menetapkan standar untuk bobot dan langkah-langkah atau tindakan
Membentuk undang-undang kepailitan bagi negara secara keseluruhan
Mendirikan kantor-kantor pos dan jalur pos

Mengeluarkan hak-hak paten dan hak cipta

. Menghukum pelaku pembajakan
11.
12.
13.
14,

Menyatakan perang

Meningkatkan dan mendkung militer/tentara

Membentuk Angkatan Laut

Mengerahkan wajib militer untuk menegakkan undang-undang federal,
menekan pelanggaran hukum atau melawan invasi

Membuat semua undang-undang ditempatkan di pusat pemerintahan
(Washington, D.C)

Membuat semua undang-undang menjadi penopang ditegakkannya

konstitusi®®

Sementara hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Kongres yaitu:

1.

Menunda perintah habeas corpus—kewajiban untuk mengajukan mereka yang
dituduh melakukan kejahatan kemuka pengadilan atau hakim sebelum
dihukum—kecuali karena terjadi pemberontakan atau invasi

Menetapkan undang-undang yang menyalahkan atau menghukum orang lain
karena kejahatan atau melakukan tindakan yang tidak sah tanpa proses
pengadilan

Menetapkan undang-undang retroaktif yang menetapkan suatu tindakan
tertentu sebagai tindak kejahatan

Mengadakan pemungutan pajak langsung kepada penduduk, kecuali jika

berdasarkan pada sensus yang telah dilaksanakan

2Jpid., Him. 83-84
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5. Pajak untuk barang-barang ekspor dari salah satu negara bagian

6. Memberikan pelayanan khusus yang menguntungkan dalam perdagangan atau
perpajakan bagi pelabuhan-pelabuhan di negara bagian manapun atau untuk
kapal-kapal yang digunakan mereka

7. Memberi gelar kebangsawanan?!

Dalam hal perundang-undangan, cabang legislatif memiliki peranan terdepan,
yaitu membuat dan mengesahkan undang-undang. Article I Konstitusi AS memberikan
kekuasaan tersebut kepada kedua dewan, HOR maupun Senat, yang merupakan hasil
‘Great Compromise’ dengan tujuan untuk menyeimbangkan efek dari mayoritas
dengan kepentingan negara.?? Selengkapnya mengenai mekanisme pembuatan undang-
undang di AS akan dijelaskan dalam subbab berikutnya yang akan dikaitkan dengan
mekanisme pengambilan keputusan dua cabang lainnya.

b.  Eksekutif

Cabang Eksekutif AS, biasa disebut dengan Lembaga Kepresidenan, dipimpin
oleh seorang presiden yang memiliki kekuasaan penuh dalam cabang eksekutif. Dalam
menjalankan tugas selama masa jabatannya, Presiden AS dibantu oleh Wakil Presiden
AS yang dipilih bersamaan dengan Presiden AS, serta Kabinet Presiden. Wakil
Presiden AS bertugas untuk membantu presiden dan menggantikannya apabila
presiden sedang dalam keadaan tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Sementara
Kabibet Presiden berfungsi sebagai penasehat Presiden AS dalam melaksanakan
tanggung jawabnya.

Sama halnya dengan tata cara pemilihan dan persyaratan anggota Kongres AS,
tata cara pemilihan Presiden AS juga diatur secara jelas dalam konstitusi AS Article II:

“The executive Power shall be vested in a President of the United States
of America. He shall hold his Office during the Term of four Years, and,
together with the Vice President, chosen for the same Term,..”

2bid., Hlm. 84
22 Congress.Gov. The Legislative Process. Diakses dari https://www.congress.gov/legislative-process
pada 1 Mei 2016
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Uniknya, berbeda dengan negara demokrasi lain yang pada umumnya
menggunakan sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat, pemimpin negara AS
tidak serta merta hanya dipilih oleh rakyat AS. Berdasarkan konstitusi AS, presiden
dipilih oleh sebuah badan unik yang bernama electoral college.?® Sistem pemilihan
presiden melalui electoral college dianggap sebagai sistem yang sesuai karena menurut
para penyusun Konstitusi AS, electoral college merupakan sekelompok orang bijak
yang memiliki pengetahuan luas dengan penilaian terbaik.?* Electoral College itu
sendiri beranggotakan 538 pemilih (electors) yang berasal dari setiap negara bagian AS
serta District of Columbia, dan untuk menjadi presiden, seorang calon harus
mendapatkan 270 suara dari total 538.%

Namun demikian, sebelum dipilih oleh electoral college, seorang bakal calon
harus melakukan kampanye dan memenangkan suara terbanyak disetiap negara bagian
di AS. Bakal calon itu sendiri dapat berasal dari partai besar di AS—Partai Republik atau
Partai Demokrat—atau juga bisa merupakan bakal calon independen yang memiliki
kepercayaan diri untuk berkompetisi dengan bakal calon-bakal calon dari partai di AS.
Bakal calon yang diusung oleh partai bisa jadi merupakan anggota partai atau bisa pula
seseorang yang diajukan oleh kelompok kepentingan di AS yang memiliki afiliasi
dengan partai tersebut. Selain itu, bakal calon yang berasal dari anggota partai juga bisa
mendapat dukungan dari kelompok kepentingan tertentu yang merasa memiliki tujuan
yang sama dengan bakal calon.

Selain sebagai kepala cabang eksekutif, Presiden AS juga sekaligus berperan
sebagai pemimpin negara AS dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata AS.?

Presiden AS bertanggung jawab untuk mengeksekusi dan melaksanakan undang-

23 William J. Keefe, dkk. 1983. American Democracy: Institutions, Politics, and Policies. California:
The Dorsey Press. Him. 319

241bid.

%5 U.S Electoral College. What is Electoral College?. Diakses dari http://www.archives.gov/federal-
register/electoral-college/about.html pada 1 Mei 2016

%6 The White House: President Barack Obama. The Executive Branch. Diakses dari
https://www.whitehouse.gov/1600/executive-branch pada 1 Mei 2016
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undang yang telah disahkan oleh Kongres AS.?” Namun, Presiden AS juga
mendapatkan hak untuk memveto undang-undang yang telah disetujui Kongres AS.
Apabila undang-undang tersebut diveto oleh presiden, maka undang-undang tersebut
tidak dapat disahkan dan gagal dalam proses menjadi undang-undang.

Selama masa jabatannya, Presiden AS memimpin lima belas departemen

1.8 Kelima

eksekutif untuk melaksanakan administrasi sehari-hari pemerintah federa
belas departemen tersebut bekerja bersama lembaga lainnya yang bukan merupakan
bagian Kabinet AS tetapi berada dibawah otoritas penuh Presiden AS, seperti CIA dan
Badan Perlindungan Lingkungan.?® Masing-masing departemen eksekutif dipimpin
oleh anggota Kabinet Presiden AS yang ditunjuk langsung oleh AS. Selain memiliki
wewenang untuk memilih kepala departemen eksekutif, Presiden AS juga berwenang
untuk menunjuk lebih dari 50 komisi federal independen, hakim federal yang
mengepalai cabang yudikatif, duta besar, dan anggota kantor federal lainnya.*°

Keleluasaan Presiden AS untuk memveto undang-undang dari cabang legislatif
serta wewenang untuk menunjuk cabang yudikatif seringkali dimaknai dengan
kekuasaan cabang eksekutif yang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Hal tersebut
pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme check and balances yang
melengkapi konsep pemisahan kekuasaan di AS. Selengkapnya mekanisme check and
balances akan diuraikan setelah penjelasan mengenai cabang yudikatif berikut.
C. Yudikatif

Cabang ketiga dari pemerintah federal adalah yudikatif, yang terdiri dari suatu
sistem peradilan yang tersebar diseluruh negara, dipimpin oleh Mahkamah Agung
AS.3! Dibawah Mahkamah Agung, terdapat 13 pengadilan banding, 94 pengadilan
distrik, dan dua pengadilan yurisdiksi khusus.*? Berbeda dengan cabang legislatif dan

211bid.

8Ibid.

2Ibid.

O1bid.

z; Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Garis ... Op.Cit. Him. 96
Ihid.
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eksekutif yang dipilih oleh rakyat, cabang yudikatif ditunjuk oleh Presiden AS dan
harus disetujui oleh Kongres AS. Lama jabatan hakim-hakim federal tidak terbatas
seperti di cabang-cabang pemerintahan lainnya. Para hakim tersebut dapat menduduki
jabatannya hingga meninggal, pensiun atau mengundurkan diri. Selain itu, konstitusi
AS juga melindungi independensi pengadilan dengan syarat bahwa para hakim federal
memegang jabatan ‘selama berkelakuan baik’. Namun, hakim-hakim federal tersebut
juga dapat dikenai impeachment oleh HoR dengan persetujuan Senat AS.3
Mahkamah Agung mempunyai hak yuridis asli hanya dalam dua macam kasus:
yang melibatkan orang-orang penting asing dan yang melibatkan negara bagian.
Namun demikian, dalam praktek dan perkembangannya, Mahkamah Agung juga
bertugas untuk menafsirkan makna hukum, memutuskan apakah sebuah hukum sesuai
dengan ketentuan fakta-fakta tertentu, atau memutuskan bagaimana hukum harus
diterapkan.®® Sebagai pintu terakhir dan tertinggi, Mahkamah Agung juga seringkali
menerima kasus-kasus banding dari pengadilan-pengadilan yang lebih rendah.
Kekuasaan yang paling dikenal dalam Mahkamah Agung AS adalah judicial
review, yaitu kekuasaan untuk memutuskantindakan cabang legislatif atau yudikatif
melanggar Konstitusi AS. Kekuasaan ini pada dasarnya tidak diatur dalam Konstitusi
AS, tetapi ditetapkan oleh Mahkamah Agung AS sendiri melalui kasus Marbury v.
Madison (1803).% Lebih detail, melalui kekuasaan judicial review, setiap pengadilan
di AS, baik pengadilan tinggi atau rendah, dapat memutuskan bahwa undang-undang
atau tindakan pemerintah tidak konstitusional dan karenanya tidak dapat

dilaksanakan.’ Pengadilan AS juga dapat memutuskan bahwa tindakan pejabat publik

3 The White House: President Barack Obama. The Judicial Branch. Diakses dari
https://www.whitehouse.gov/1600/judicial-branch pada 3 Mei 2016

34 Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Garis...Op.Cit. Hlm. 97-98

3% The White House: President Barack Obama. The Judicial Branch. Diakses dari
https://www.whitehouse.gov/1600/judicial-branch pada 3 Mei 2016

36 United States Courts. About the Supreme Court. Diakses dari http://www.uscourts.gov/about-federal-
courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/about pada 3 Mei 2016

37 William J. Keefe, dkk. 1983. American Democracy: Institutions, Politics, and Policies. California:
The Dorsey Press. Him. 370
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illegal, apabila setelah mempertimbangkan keputusan hukum di masa lalu, sang hakim
memutuskan tindakan tersebut melawan hukum dasar AS (Konstitusi AS).%®

Sebelum sebuah kasus sampai di Mahkamah Agung AS, pihak-pihak yang
berkepentingan biasanya mengajukan kasusnya di pengadilan distrik terlebih dahulu.
Apabila pihak tersebut tidak dapat menerima keputusan yang ditetapkan di pengadilan
distrik, pihak tersebut diberikan hak untuk mengajukan gugatan banding di pengadilan
banding AS. Seorang penggugat yang kalah dalam pengadilan banding federal, dapat
mengajukan permohonan ‘certiorari’, yang merupakan dokumen permohonan
terhadap Mahkamah Agung untuk meninjau kembali kasus sang penggugat.®

Namun demikian, Mahkamah Agung tidak berkewajiban untuk melaksanakan
judicial review Dbagi setiap kasus yang diajukan kepada Mahkamah Agung AS.
Mahkamah Agung akan melakukan judicial review apabila kasus yang diajukan
melibatkan prinsip hukum baru dan penting, atau ketika dua atau lebih pengadilan

banding federal menafsirkan hukum berbeda.*® Lebih dari 7.000 kasus yang diajukan
setiap tahunnya, Mahkamah Agung AS hanya menyetujui sekitar 100-150 kasus.**

2.2.2 Check and Balance Mechanism

Adanya pemisahan kekuasaan antar badan pemerintah AS dilengkapi dengan
mekanisme check and balances yang merupakan salah satu ciri khas—tidak hanya
konstitusi AS, tetapi juga—dalam sistem pemerintahan AS dalam fungsi nyata. Melalui

mekanisme check and balances, salah satu cabang pemerintahan AS diberikan

81pid. Hlm. 370-371

39 United States Courts. About the Supreme Court. Diakses dari http://www.uscourts.gov/about-federal-
courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/about pada 3 Mei 2016

40 The White House: President Barack Obama. The Judicial Branch. Diakses dari
https://www.whitehouse.gov/1600/judicial-branch pada 3 Mei 2016

41 United States Courts. About the Supreme Court. Diakses dari http://www.uscourts.gov/about-federal-
courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/about pada 3 Mei 2016
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wewenang konstitusional untuk menentang dua cabang lainnya sehingga menyulitkan

kepentingan tertentu untuk mendapatkan kontrol terlalu besar dalam pemerintahan

nasional .*?

Berikut contoh bagaimana ketiga cabang pemerintahan AS bekerja sama dalam

kerangka mekanisme check and balances:

a.

Cabang legislatif membuat undang-undang, namun Presiden salam cabang
eksekutif dapat memveto undang-undang tersebut menggunakan hak veto Presiden
Cabang legislatif membuat undang-undang, namun cabang yudisial dapat
menyatakan undang-undang tersebut tidak konstitusional

Cabang eksekutif, melalui lembaga federal, memiliki tanggung jawab untuk
menegakkan dan menjalankan undang-undang federal

Presiden dapat memveto undang-undang yang dibuat cabang legislatif, tetapi
dengan suara yang cukup, Kongres AS dapat mengalahkan veto tersebut

Kongres AS memiliki kekuasaan untuk menyetujui nominasi pemerintah federal
yang diajukan presiden, mengontrol anggaran cabang eksekutif, serta
memberhentikan presiden

Cabang eksekutif dapat mendeklarasikan Executive Orders, yaitu proklamasi
pemaksaan hukum, tetapi cabang yudisial dapat menyatakan tindakan tersebut
tidak konstitusional

Cabang yudisial bertugas untuk menafsirkan undang-undang, tetapi disisi lain,
cabang eksekutif (presiden) yang mencalonkan hakim Mahkamah Agung, hakim
pengadilan banding, dan hakim pengadilan distrik

Penunjukan calon hakim Mahkamah Agung, hakim pengadilan banding, dan
hakim pengadilan distrik harus disetujui oleh cabang legislatif dan Kongres As

42 Richar J. Hardy. 2013. Pembentukan ... Op.Cit. Him. 1112
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dapat memberikan impeach kepada hakim-hakim yang sedang menduduki

jabatannya®®

2.2.3 Federalism

Pada mulanya, AS dibangun diatas perdebatan antara kaum federalis yang
menginginkan pemerintahan nasional yang kuat dengan kaum anti-federalis yang
sangsi pada pemerintahan persatuan. Solusi yang ditempuh oleh para founding
fathersAS adalah dengan menciptakan sistem negara federal, yaitu sistem
pemerintahan yang memisahkan kekuasaan menjadi dua level pemerintahan: nasional
dan regional (negara bagian).* Tidak hanya menguatkan pemerintah federal di ibu kota
negara, Konstitusi AS juga memberikan kekuasaan tertentu kepada pemerintah negara
bagian. Dengan jaminan tersebut, kemudian menciptakan hubungan ‘berbagi’
kekuasaan, sehingga persatuan federal pada dasarnya menjadi ‘kerjasama’
(partnership).®

Penguatan pemerintahan federal dapat dilihat dalam Article I Konstitusi AS
yang menjamin 17 kekuasaan Kongres AS.* Selain itu, pada Article I Section8
Konstitusi AS menyatakan bahwa Kongres AS memiliki kekuasaan “to make all laws
which shall be necessary and proper for carrying into execution the foregoing powers.”
Hal tersebut memberikan jaminan tersirat bagi kekuasaan pemerintah federal:
kewenangan untuk mengambil tindakan yang tidak dijelaskan secara tegas dalam
Konstitusi AS tetapi mendukung tindakan yang ditegaskan.*’

Sementara kekuasaan pemerintah negara bagian disebukan dalam Amandemen
ke-10 Konstitusi AS yang menyatakan bahwa, “kekuasaan yang tidak didelegasikan

Konstitusi kepada Amerika Serikat, juga tidak dilarang Konstitusi untuk negara-negara

43 Ben’s Guide. Check and Balances. Diakses dari http://bensguide.gpo.gov/j-check-balance pada 3 Mei
2016

4 Thomas E. Patterson. 2003. The American Democracy. New York: McGraw-Hill. Him. 69

4 William J. Keefe, dkk. 1983. American ... Op.Cit. Hlm. 44

46 Thomas E. Patterson. 2003. The... Op.Cit. Him. 73

4Ibid.
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bagiannya, merupakan kekuasaan yang diserahkan kepada masing-masing negara
bagian atau untuk rakyat.”® Selain itu, pemerintah negara bagian wajib menghargai
keputusan-keputusan di bagian lainnya. Article IV, Section I Kontitusi AS menyebutkan
“Full Faith and Credit” diantara negara bagian, artinya bahwa setiap negara bagian
diharuskan untuk menghargai ‘keputusan publik, dokumen, dan proses peradilan’ yang

diambil di negara bagian lain.*

2.2.4 Supremasi Hukum Nasional

Terlepas dari jaminan yang diberikan kepada negara-negara bagian oleh
konstitusi, tidak dapat dipungkiri bahwa sejak berdirinya AS sudah ada upaya untuk
memperkuat pemerintah federal secara progresif terhadap pemerintah negara bagian,
tidak hanya melalui amandemen konstitusional tetapi juga melalui berbagai keputusan
yang menafsirkan kosntitusi di Mahkamah Agung federal.®® Namun bagi para pendiri
negara AS, penafsiran tersebut dipahami sebagai jalan keluar akan konflik periodik
antara hukum negara bagian dengan hukum federal.

“This Constitution, and the Laws of the United States which shall be
made in Pursuance thereof; and all Treaties made, or which shall be
made, under the Authority of the United States, shall be the supreme
Law of the Land; and the Judges in every State shall be bound thereby,
any Thing in the Constitution or Laws of any State to the Contrary
notwithstanding. ">

Melalui Article VI diatas, Konstitusi AS secara tegas menyebutkan bahwa
hukum negara bagian—termasuk termasuk konstitusinya—berada dibawah Konstitusi
AS, sehingga pemerintah negara bagian dilarang membuat konstitusi ataupun undang-

undang yang berlawanan dengan Konstitusi AS. Apabila terdapat undang-undang yang

®BIbid

49 Benjamin Ginsberg, dkk. 2007. We The People: An Introduction to American Politics. New York:
W.W. Norton & Company, Inc. Him. 80

S0 C.F. Strong. 2015. Konstitusi-Konstitusi Politik Modern. Terj. Derta Sri Widowatie. Bandung: Penerbit
Nusa Media. Him. 147

51 egal Information Institute. Article VI. Diakses dari https://www.law.cornell.edu/constitution/articlevi
pada 3 Mei 2016
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berlawanan dengan konstitusi, pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh undang-undang
negara bagian tersebut diberikan hak untuk mengajukan kasusnya kepada pengadilan-
pengadilan di AS.

Selain berfungsi untuk menyelesaikan konflik antar hukum federal dengan
hukum negara bagian, adanya supremasi hukum nasional yang diberikan kepada
Mahkamah Agung AS juga berfungsi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak individu
AS dan mencegah diskriminasi oleh pemerintah negara bagian. Melalui Amandemen
ke-14 contohnya, yang melarang pemerintah negara bagian untuk: merampas hak
hidup, kebebasan, atau hak untuk memiliki properti tanpa proses hukum; menyangkal
untuk memberikan perlindungan yang sama kepada setiap warga negara dalam

yurisdiksinya; dan mengurangi hak istimewa atau kekebalan warga negara AS.>?

2.3 Pengambilan Keputusan
2.3.1 Legislatif

Produk utama sebuah negara adalah aturan yang disepakati bersama baik oleh
anggota pemerintahan maupun dengan seluruh lapisan masyarakatnya. Aturan-aturan
tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan diikuti oleh sanksi apabila ada
pelanggaran. Dalam pemerintahan AS, produk utama cabang pemerintahan berupa
undang-undang, keputusan presiden, serta keputusan Mahkamah Agung. Dalam
membuat kebijakan atau keputusannya, setiap cabang memiliki mekanisme yang
berbeda-beda. Namun demikian, karena diikuti oleh mekanisme check and balances,
keputusan ketiga cabang tersebut saling berkaitan satu sama lain.

Cabang legislatif yang memiliki tanggung jawab utama untuk membuat

undang-undang, berikut gambaran mekanismenya:

52 Thomas E. Patterson. 2003.The... Op.Cit. Hlm. 79
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Gambar 2.1 Proses Pembuatan Undang-Undang di Amerika Serikat

Sumber: World Vision. 2015. U.S.Congress Passes Critical Legislation to Increase Child
Protection Through Birth Certification. Diakses dari http://www.worldvision.org/news-
stories-videos/birth-registration-child-protection

Dari gambar 2.1 diatas dapat dilihat bahwa langkah pertama dalam pembuatan
undang-undang melalui Kongres AS adalah dengan mengenalkan rancangan undang-
undang di HoR atau di Senat oleh anggota HoR atau Senat. Apabila rancangan undang-
undang tersebut diusulkan di HOR dan telah mendapat persetujuan dari HoR,
rancangan undang-undang tersebut akan diusulkan kepada Senat untuk didiskusikan
lebih lanjut, diamandemen apabila diperlukan, dan kemudian divoting untuk disetujui

atau ditolak. Begitu pula sebaliknya apabila rancangan undang-undang diusulkan di


http://www.worldvision.org/news-stories-videos/birth-registration-child-protection
http://www.worldvision.org/news-stories-videos/birth-registration-child-protection
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Senat, rancangan undang-undang tersebut akan diusulkan kepada HoR dengan proses
yang sama.

Apabila rancangan undang-undang sudah disetujui baik oleh HoR ataupun
Senat, rancangan undang-undang tersebut akan dikirimkan kepada Presiden AS untuk
ditandatangani. Sebaliknya, apabila rancangan undang-undang tidak disetujui oleh
salah satu dewan, Kongres AS akan membentuk conference committee yang
beranggotakan dari kedua dewan untuk mendiskusikan mengenai perbedaan pendapat
di kedua dewan.

Setelah kedua dewan memutuskan untuk menyetujui, rancangan undang-
undang akan dibawa kepada Presiden AS yang memiliki dua pilihan, yaitu
menandatangai atau menolak melalui hak veto-nya. Dalam menggunakan hak veto-
nya, presiden harus memiliki alasan kuat mengapa ia menolak meloloskan rancangan
undang-undang tersebut. Apabila Presiden AS melakukan veto, Kongres AS dapat
mengagalkan veto tersebut dengan persetujuan dua pertiga HoR maupun Senat. Namun
apabila presiden memutuskan untuk menandatangani rancangan undang-undang, maka
rancangan undang-undang tersebut secara otomatis akan menjadi undang-undang dan
pemerintah AS (eksekutif) akan membuat aturan untuk melaksanakan undang-undang
tersebut.

Apabila dalam waktu 10 hari kerja presiden tidak menadatangani atau mem-
veto rancangan undang-undang yang dikirimkan oleh Kongres AS, rancangan undang-
undang tersebut akan secara otomatis menjadi undang-undang yang sah. Ketika sebuah
rancangan undang-undang telah menjadi undang-undang publik yang sah, badan
eksekutif memiliki wewenang untuk menegakkan dan memastikan undang-undang
tersebut dilaksanakan. Presiden AS juga memiliki hak untuk mengajukan rancangan
undang-undang, apabila dibutuhkan, pada pertemuan tahunan antara eksekutif dengan

legislatif.
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2.3.2 Eksekutif

Setiap Presiden AS mengeluarkan perintahnya dalam bentuk yang berbeda-
beda, Pada masa pemerintahan Barack Obama, misalnya, cabang eksekutif membuat
tiga jenis keputusan, yaitu Executive Orders, perintah presiden (terkadang disebut
memoranda), dan proklamasi.®® Dari ketiga jenis keputusan tersebut yang selalu
digunakan oleh Presiden AS adalah Executive Orders. Executive Orders merupakan
keputusan formal Presiden AS untuk mengatur cabang eksekutif yang berhubungan
dengan apa dan bagaimana cabang eksekutif melakukan tanggung jawabnya.>*
Executive Orders yang dibuat oleh Presiden AS tidak dapat memerlukan persetujuan
dari Kongres AS. Namun apabila Kongres AS tidak menyetujui Executive Orders,
Kongres AS dapat membuat undang-undang yang menentang Executive Orders
tersebut. Cabang yudikatif juga dapat memutuskan Executive Orders  tidak
konstitusional melalui judicial review.> Selain itu, Executive Orders juga dapat
dibatalkan oleh Presiden AS selanjutnya.

Dalam pengambilan keputusan, Presiden AS dibantu oleh Kabinet AS, yaitu
badan penasehat yang beranggotakan Wakil Presiden AS dan kepala 15 departemen
eksekutif.® Kelima belas departemen tersebut yaitu: Departemen Pertanian,
Perdagangan, Pertahanan, Pendidikan, Energi, Kesehatan dan Layanan Manusia,
Keamanan Dalam Negeri, Perumahan dan Pembangunan Perkotaan, Interior, Tenaga
Kerja, Departemen Luar Negeri, transportasi, Keuangan, Departemen Urusan Veteran,
dan Departemen Keadilan.®” Ditetapkan dalam Article II, Section II, Konstitusi AS,

peran Kabinet AS adalah untuk memberikan nasehat kepada Presiden AS berkaitan

5  The White House: President Barack Obama. Presidential Actions. Diakses dari
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions pada 3 Mei 2016

% Yale University Library. Government Documents and Information: Executive Orders and
Proclamations. Diakses dari http:/guides.library.yale.edu/c.php?g=296022&p=1976184 pada 3 Mei
2016

55 USA.gov. How Laws Are Made and How to Research Them. Diakses dari https://www.usa.gov/how-
laws-are-made pada 3 Mei 2016

% The White House: President Barack Obama. The Executive Branch. Diakses dari
https://www.whitehouse.gov/1600/executive-branch pada 3 Mei 2016

SIbid.
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dengan topik apapun yang dibutuhkan oleh Presiden AS sesuai dengan bidang masing-
masing anggota.>®

Selain dibantu oleh anggota kabinetnya, Presiden AS juga dibantu oleh
Executive Office of the President. Badan ini pertama kali dibentuk pada 1939 oleh
Presiden Franklin D. Roosevelt untuk menyediakan kebutuhan Presiden AS dalam
menjalankan pemerintahan.>® Anggotanya adalah penasehat terdekat Presiden AS yang
diawasi oleh Kepala Staf Gedung Putih. Berbeda dengan anggota Kabinet AS yang
ditunjuk oleh Presiden AS dengan persetujuan Senat, penunjukan anggota Executive

Office of the President sepenuhnya wewenang Presiden AS.

2.3.3Yudikatif

Sumber Untuk menjamin hak-hak individu terpenuhi dan memastikan bahwa
kedua cabang pemerintahan AS-Kongres dan Lembaga Kepresidenan—tidak
melanggar hukum dasar AS, cabang yudikatif melalui judicial reviewnya memiliki
wewenang untuk memutuskan hal tersebut. Meskipun wewenang judicial reciew
tersebut tidak disebutkan secara langsung dalam Konstitusi AS, tetapi Konstitusi AS
menyebutkan bahwa Mahkamah Agung AS memiliki yurisdiksi asli dan yurisdiksi
banding.®® Yurisdiksi asli membatasi kasus-kasus yang diatangani oleh Mahkamah
Agung pada kasus-kasus antar negara bagian atau pertentangan diantara duta besar dan
menteri-menteri (anggota Kabinet AS) tingkat tinggi. Sementara yurisdiksi banding
artinya Mahkamah Agung sebagai pengadilan federal tertinggi memiliki wewenang
untuk meninjau keputusan pengadilan-pengadilan dibawahnya. Wewenang tersebut

yang kemudian memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat AS untuk

%  The White House: President Barack Obama. The Cabinet. Diakses dari
https://www.whitehouse.gov/administration/cabinet pada 3 Mei 2016
% The White House: President Barack Obama. The Executive Branch. Diakses dari
https://www.whitehouse.gov/1600/executive-branch pada 3 Mei 2016
60 United States Court. Supreme Court Procedures. Diakses dari http://www.uscourts.gov/about-federal-
courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/supreme-1 pada 3 Mei 2016
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mengirimkan petisi terhadap Mahkamah Agung AS untuk melakukan review terhadap
kasusnya di pengadilan federal di bawah Mahkamah Agung AS.

Tahap pertama dalam proses judicial review adalah pengiriman petisi kepada
Mahkamah Agung AS oleh pihak yang berkepentingan dalam suatu kasus. Tujuan
utama petisi tersebut adalah untuk meminta Mahkamah Agung AS memberikan writ of
certiorari, yaitu perintah Mahakamah Agung AS kepada pengadilan federal
dibawahnya untuk mengirimkan berkas kasus kepada Mahkamah Agung AS.%! Tidak
seluruh petisi yang dikirimkan kepada Mahkamah Agung AS bisa mendapatkan wrif of
certiorari. Untuk menentukan kasus mana yang layak untuk didengarkan, Mahkamah
Agung AS menggunakan “Rule of Four”. Artinya, apabila empat dari sembilan hakim
Mahkamah Agung AS setuju untuk mendengarkan kasusnya, maka Mahkamah Agung
AS akan mengirimkan writ of certiorari.

Meskipun setiap hakim memiliki wewenang penuh untuk menentukan
keputusannya sendiri, dalam mengambil keputusan tersebut hakim Mahkamah Agung
AS dibantu oleh panitera (Law Clerks). Panitera merupakan individu-individu yang
baru menyelesaikan sekolah hukum dan pada umumnya merupakan lulusan terbaik.
Pada setiap masa jabatannya, setiap hakim diperbolehkan untuk memiliki 3 sampai 4
panitera yang tugasnya adalah melakukan penelitian hukum yang membantu hakim
dalam memutuskan kasus apa yang harus diterima, membantu untuk menyiapkan
pertanyaan selama tahap argumen lisan, dan membantu menyusun opini setelah proses
review selesai.®? Ketika hakim menerima berkas petisi yang diajukan, hakim akan
meminta kepada panitera untuk meringkas berkas tersebut beserta rekomendasi apakah
kasus tersebut layak diberikan writ of certiorari atau tidak.

Setelah Mahkamah Agung AS memutuskan untuk menerima kasusnya,
Mahkamah Agung memberikan waktu kepada pemohon untuk menulis ringkasan

mengenai kasus dan posisi pemohon yang tidak lebih dari 50 halaman.%® Setelah

517bid.
521hid.
8 1bid.
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Mahkamah Agung AS menerima ringkasan tersebut, Mahkamah Agung AS juga
memberikan kesempatan kepada pihak lain, yang dikenal sebagai responden, untuk
mengajukan ringkasan responden mengenai kasus dari sudut pandang pihaknya.®*
Ketika masing-masing pihak telah memberikan ringkasannya, Mahkamah Agung AS
memberikan masing-masing pihak untuk memberikan ringkasan mengenai respon
terhadap ringkasan posisi masing-masing.

Selanjutnya adalah tahap argumen lisan (oral arguments). Dalam tahap ini
Mahkamah Agung AS mendengarkan argumentasi lisan pihak-pihak yang bersengketa.
Setiap pihak memiliki waktu 30 menit untuk mempresentasikan kasusnya di hadapan
para hakim Mahkamah Agung AS. Namun demikian, para hakim Mahkamah Agung
AS cenderung menggunakan forum argumen lisan untuk menanyakan pertanyaan-
pertanyaan yang dikembangkan dari ringkasan pihak-pihak yang berkepentingan pada
tahap sebelumnya.®® Apabila salah satu pihak yang bersengketa adalah pemerintah AS,
pemerintah AS akan diwakili oleh pengacara agung (The Solicitor General) untuk
mempresentasikan kasusnya.

Tahap selanjutnya setelah argumen lisan adalah rapat hakim (Justice’
Conference). Dalam tahap ini para hakim Mahkamah Agung AS memutuskan
mengenai kasus yang telah diperdebatkan selama argumen lisan. Untuk memutuskan
mengenai sebuah kasus, setiap hakim akan kembali meminta pendapat dari para
paniteranya. Namun demikian, dalam ruang rapat hakim, tidak diperbolehkan ada
pihak selain hakim yang hadir. Dalam mengambil keputusan, masing-masing hakim
memiliki satu suara untuk menyetujui atau menolak keputusan pengadilan dibawahnya.
Setelah keputusan diperoleh, Kepala Hakim Mahkamah Agung AS akan
memerintahkan salah satu hakim yang memilih mayoritas (yang menyetujui ataupun
menolak) untuk menuliskan opininya mengenai kasus yang dibahas yang nantinya akan

dipublikasikan kepada publik AS.%®

647bid.
857hid.
56 1hid.
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Dari uraian pengambilan keputusan ketiga cabang pemerintahan federal diatas,
dalam hal perundang-undangan, ketiga cabang memiliki peranan terpisah namun
berkaitan satu sama lain. Cabang legislatif memiliki wewenang untuk membuat
undang-undang, cabang eksekutif memiliki wewenang untuk menjalankan aturan
melalui perintah eksekutifnya, dan cabang yudikatif memiliki wewenang untuk
memastikan segala aturan dan tindakan pemerintah AS tidak bertentangan dengan

Konstitusi AS. Selengkapnya dapat dilihat dalam gambar 2.2 berikut ini:

Peran dan Fungsi Cabang Pemerintahan AS dalam Undang-Undang AS

Membuat Menyetujui Memastikan
Rancangan Rancangan Undang-
Undang- Undang- Undang dan
Undang Undang dan Tindakan
Melaksanakan Pemerintah
Undang- Sesuai dengan
Undang Konstitusi AS

Gambar 2.2 Cabang Pemerintahan AS

2.4 Pemerintahan Negara Bagian
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, AS merupakan negara federal yang
terdiri dari 50 negara bagian yang juga memiliki kedaulatan pemerintahan dan wilayah.

Hal tersebut disebutkan dan diatur oleh Konstitusi AS. Berdasarkan Amandemen
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Kesepuluh Konstitusi AS, semua kekuasaan yang tidak diberikan kepada pemerintah

.57 Apa yang

federal, diserahkan sepenuhnya kepada negara bagian dan rakyat
disebutkan oleh Konstitusi AS tersebut masih dalam tahap umum dan tidak
menyebutkan secara detail. Secara garis besar, segala urusan yang terjadi dalam batas
negara bagian menjadi urusan pemerintah negara bagian saja.®

Meskipun ada pemisahan kekuasaan antara pemerintah federal dengan
pemerintah negara bagian, ada juga beberapa bidang yang dikelola bersama oleh kedua

pemerintahan. Contohnya dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 2.3 Pemisahan Kekuasaan Pemerintah Federal dan Pemerintah Negara
Bagian AS

Sumber : Civics Education.American Federalism Under the U.S Constitution. Diakses dari
http://www.civiceducationva.org/federalism5.php pada 3 Mei 2016

67 The White House: President Barack Obama. State & Local Government. Diakses dari
https://www.whitehouse.gov/1600/state-and-local-government pada 3 Mei 2016
68 Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Garis ... Op.Cit. Hlm. 117
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Dari gambar 2.3 dapat dilihat bahwa ada beberapa bidang penting yang menjadi
wewenang bagi kedua pemerintahan, baik federal maupun negara bagian. Bidang-
bidang tersebut yaitu pajak, perbankan, membangun dan mengelola peradilan,
peminjaman uang, penyediaan barang-barang publik serta penegakan hukum.
Sementara itu, pemerintah bagian juga memiliki wewenang khusus, termasuk dalam
hal pernikahan. Dalam mengatur bidang-bidang tersebut, pemerintah federal
mewajibkan pemerintah negara bagian untuk terbentuk secara demokratis dan tidak
menerapkan undang-undang yang bertentang atau melanggar Konstitusi AS atau
undang-undang federal dan perjanjian-perjanjian AS.%°

Konstitusi AS mengamanatkan kepada seluruh negara bagian untuk berpegang
teguh pada bentuk republik, meskipun struktur 3 cabang kekuasaan tidak diwajibkan.”
Namun demikian, seperti halnya pemerintahan nasional, pemerintahan negara bagian
memiliki tiga cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Fungsi dan cakupan
ketiga cabang-cabang tersebut kurang lebih sama dengan lembaga-lembaga serupa di
tingkat federal.”

Kecuali di negara bagian Nebraska, cabang legislatif negara bagian terdiri dari
dua dewan yaitu Senat dan HoR. Masa jabatan Senat adalah empat tahun sementara
HoR menjabat selama dua tahun. Cabang ini bertanggung jawab untuk
mempertimbangkan hal-hal yang dibawa oleh gubernur sebagai kepala cabang
eksekutif atau hal-hal yang diusulkan oleh anggotanya menjadi undang-undang yang
kemudian menjadi hukum begara bagian. Selain itu, cabang legislatif juga berwenang
untuk menyetujui anggaran negara bagian dan menginisiasi peraturan pajak.

Berbeda dengan kepala cabang eksekutif tingkat federal yang dipilih oleh
Electoral College, kepala cabang eksekutif di tingkat negara bagian dipilih langsung

oleh rakyat negara bagian tersebut. Disebut sebagai gubernur, di sebagian besar negara

91bid.

0 The White House: President Barack Obama. State & Local Government. Diakses dari
https://www.whitehouse.gov/1600/state-and-local-government pada 3 Mei 2016

"l Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Garis ... Op.Cit. Hlm. 117
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bagian kepala eksekutif memiliki jabatan empat tahun dan di beberapa negara bagian
tertentu hanya dua tahun.”

Sebagai negara yang memiliki kedaulatan, negara-negara bagian AS memiliki
konstitusi negara bagian yang disesuaikan dengan pola kebutuhan warga negara
bagiannya tanpa bertentangan dengan Konstitusi AS. Karena beragamnya masyarakat
AS dan kondisi yang berbeda-beda disetiap negara bagian, seringkali terdapat
perbedaan hukum diantara satu negara bagian dengan negara bagian lainnya. Hal
tersebut yang kemudian juga menimbulkan masalah antar negara bagian atau kasus
yang diputuskan dengan hasil berbeda-beda antar negara bagian. Untuk mengatasi hal
tersebut, Konstitusi AS menetapkan Full Faith and Credit yang diatur dalam Article IV
Section I

“Full faith and credit shall be given in each state to the public acts,
records, and judicial proceedings of every other state. And the Congress
may by general laws prescribe the manner in which such acts, records,
and proceedings shall be proved, and the effect thereof.”

Berdasarkan pasal diatas, setiap negara bagian harus menghormati hasil
pengadilan dari negara bagian lain. Sebagai contoh, apabila ada seorang warga negara
California yang diadili di Alabama karena suatu hal, warga negara tersebut harus
mematuhi keputusan pengadilan Alabama meskipun ada perbedaan hukum atau sanksi
di Alabama dengan California. Dengan adanya pasal tersebut seringkali warga negara
bagian mencari keadilan di negara bagian lain yang menurutnya lebih baik
dibandingkan hukum di negara bagian asalnya. Namun demikian, pasal diatas juga
membantu menjaga persatuan dan kedaulatan antar negara.”

Selain digunakan oleh pengadilan negara bagian, Full Faith and Credit juga
sering digunakan oleh Mahkamah Agung AS untuk memaksa pengadilan negara bagian

untuk turut andil dalam suatu kasus yang diadili dinegara bagian lainnya. Mengacu

pada contoh diatas, apabila warga negara California menolak untuk mematuhi

21pbid. Him. 118
8 Ashley Dugger. Full Faith & Credit Clause: Definition & Examples. Diakses dari
http://study.com/academy/lesson/full-faith-credit-clause-definition-examples.html pada 3 Mei 2016
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keputusan pengadilan Alabama, pengadilan California wajib memaksa warga
negaranya untuk mematuhi keputusan pengadilan Alabama.
Lebih lanjut, Mahkamah Agung AS menyatakan bahwa pasal Full faith and
Credit dapat diterapkan dalam tiga cara berbeda, yaitu:
a. Untuk memaksa sebuah negara bagian untuk mengambil yurisdiksi atau kontrol
terhadap sebuah kasus yang dimulai dinegara bagian lainnya
b. Untuk menentukan hukum negara bagian mana yang harus diterapkan apabila
melibatkan dua negara bagian dengan dua hukum yang berbeda
Untuk mengarahkan sebuah negara bagian mengakui dan memberlakukan

putusan pengadilan di negara bagian lainnya’

" Ibid.



BAB 3 KELOMPOK KEPENTINGAN DI AMERIKA SERIKAT DALAM
ISU-ISU MORAL DAN SOSIAL

Seperti yang telah dijelaskan dalam Bab 1, banyak definisi mengenai kelompok
kepentingan. Namun secara umum, kelompok kepentingan dapat didefinisikan sebagai
sebuah kelompok yang berupaya untuk mempengaruhi keputusan atau kebijakan
pemerintah. Kelompok kepentingan berupaya untuk menyampaikan kepentingannya
mengenai sebuah isu kepada para pejabat publik yang terkait sehingga kepentingannya
dapat diperhatikan oleh pemerintah. Begitu pentingnya peranan kelompok kepentingan
dalam kebijakan pemerintah demokratis, Geoffrey Ponton dan Peter Gill
mendefinisikan kebijakan sebagai hasil tawar-menawar dan kompromi antar kelompok
dimana negara berperan sebagai wasit/juru pisahnya.l

Dalam Bab 2, penulis telah memaparkan mengenai sistem politik dan
pemerintahan AS dan mekanisme pengambilan keputusan dalam masing-masing
cabang pemerintahan. Dari mekanisme tersebut, banyak jalan yang dapat digunakan
oleh kelompok kepentingan, termasuk kelompok agama untuk berkontribusi terhadap
pembuatan kebijakan pemerintah. Sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah
pada bab selanjutnya, dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai kelompok
kepentingan agama di AS. Selain itu, karena tulisan ini membahas isu LGBT, penulis
juga akan memaparkan mengenai kelompok LGBT. Selanjutnya, untuk memberikan
gambaran mengenai bagaimana kelompok agama dapat mempengaruhi kebijakan
pemerintah, dalam bab ini juga akan memaparkan penelitian serupa dengan isu

berbeda, yaitu isu aborsi dan kesejahteraan.

! Geoffrey Ponton dan Peter Gill.1993. Introduction to Politics. United Kingdom: Wiley-Blackwell. Him
134-135.
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3.1 Kelompok Kepentingan di Amerika Serikat

Karena berupaya untuk mempengaruhi program dan kebijakan pemerintah,
kelompok kepentingan di AS juga sering disebut dengan pelobi yang berupaya untuk
menyampaikan pendapat kelompok yang diwakilinya. Selain itu, kelompok
kepentingan di AS juga sering diidentikkan dengan Political Action Committees (PAC),
yaitu kelompok yang berusaha untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum, bukan
kebijakan pemerintah secara langsung.? Namun demikian, dalam penelitian ini,
menurut penulis PAC dapat dikategorikan sebagai salah satu cara bagi kelompok
kepentingan untuk mempengaruhi pejabat publik. Sebuah PAC bisa jadi bukan
merupakan kelompok kepentingan, ia hanya didirikan sementara untuk mendukung
seorang calon. Namun bagi kelompok kepentingan, PAC merupakan sebuah cara
potensial namun bukan satu-satunya untuk membangun jaringan yang
mengadvokasikan kepentingannya dalam pemerintahan. Selain itu, PAC yang bukan
merupakan bagian dari kelompok kepentinganya hanya berupaya untuk mempengaruhi
hasil pemilu, tidak seperti kelompok kepentingan yang berupaya untuk mempengaruhi
kebijakan pemerintah.

Jumlah kelompok kepentingan di AS sangat besar, dan jutaan warga negara AS
merupakan anggota dari satu atau lebih kelompok di AS.% Besarnya jumlah kelompok
kepentingan di AS tersebut merupakan salah satu ciri khas demokrasi AS untuk
menjamin suara masyarakat dapat tersalurkan kepada pemerintah. Bahkan, politik
Amerika terkadang dilihat sebagai wujud perjuangan kelompok di AS, dimana
kelompok-kelompok kepentingan berkompetisi untuk mendapatkan keuntungan yang
dapat diberikan oleh pemerintah AS.* Layaknya sebuah kompetisi, ada pihak yang
menang dan juga pihak yang kalah, sehingga dalam sebuah kebijakan ada kelompok
yang diuntungkan dan ada pula kelompok yang dirugikan.

2Ibid.

3Ibid. HIm. 402

4 William J. Keefe, dkk. 1983. American Democracy: Institutions, Politics, and Policies. California: The
Dorsey Press. Hlm. 239
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Ada beberapa tipe kelompok kepentingan di AS, dapat dilihat dalam tabel 3.1

berikut:

Tabel 3.1 Tipe-Tipe Kelompok Kepentingan di AS

No

Tipe Kelompok

Kepentingan

Penjelasan

11

Trade and professional

association

Merupakan kelompok yang
memperjuangkan kepentingan ekonomi
anggota-anggotanya. Kelompok ini
cukup kuat karena memiliki kantor yang
permanen di Washington yang dapat
memudahkan anggotanya untuk
melakukan lobi. Anggota kelompok ini

dapat berupa individu maupun kelompok.

22

Corporations

Merupakan suatu kelompok yang juga
melakukan aktivitas politik demi
mencapai kepentingannya. Kelompok ini
terus memonitor kebijakan pemerintah
yang berkaitan dengan kepentingannya
dan berupaya untuk mempengaruhi
pemerintah melalui pandangan atau
komentar serta lobi melalui persatuan

profesionalnya.

33

Labor Unions

Kelompok ini berfokus pada kepentingan
para pekerja. Kelompok ini merupakan
pendukung utama dalam hal kebijakan

pemerintah mengenai hak-hak sipil.
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44

Citizen Groups

Berbeda dengan kelompok-kelompok
kepentingan sebelumnya, kelompok ini
beranggotakan individu dari berbagai
profesi dan level ekonomi yang berbeda-
beda. Contoh dari kelompok ini yaitu
National Organization for Women
(NOW) yang berupaya untuk
meningkatkan tingkat gaji pekerja wanita

di AS.

55

State and Local
Government

Organizations

Kelompok ini terdiri dari negara bagian,
kota, distrik, dan batas kekuasaan politik
lokal yang lain. Kelompok ini
berpartisipasi secara aktif di Washington
dengan memberikan kesaksian sebelum
proses pembuatan UU di Kongres AS
atau dengan mempengaruhi proses

yudisial tingkat federal.

66

Religious, Charitable,

and Community Groups

Meskipun tidak secara eksklusif
bertujuan untuk berpolitik, kelompok ini
juga secara signifikan berupaya
mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Tujuan utama kelompok ini adalah
kepentingan institusi dimana partisipasi
politiknya digunakan sebagai cara untuk
meningkatkan pendirian ekonomi dan
sosial organisasi (economic and social

standing of the organization).
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Sumber:John R. Wright. 2003. Dalam Linda Rachmawati. 2008. “Partisipasi Kelompok
Agama Sebagai Kelompok Kepentingan Dalam Politik di Amerika Serikat”.
Skripsi pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Jember: Universitas Jember.
Hlm. 30-31

Selain bentuk-bentuk diatas, William Keefe dkk, menyebutkan dua bentuk
kelompok lain dalam politik AS, yaitu kelompok kepentingan pemerintah dan single
issue and “cause” groups. Kelompok kepentingan pemerintah yang dijelaskan oleh
William Keefe dkk adalah pelobi eksekutif.® Kelompok ini terdiri dari kepala eksekutif,
pejabat utama departemen dan lembaga pemerintah, serta personel penghubung
pemerintah. Kelompok lobi ini berupaya untuk melobi Kongres AS untuk mendapatkan
dukungan dalam program presiden, persetujuan program baru, dukungan untuk
program-program pemerintah sebelumnya, dan yang paling utama adalah untuk
meningkatkan dana bagi program dan kebijakan pemerintah.®

Sementara single issue and “cause” groups merupakan kelompok kepentingan
yang berfokus pada sebuah isu tertentu. Kelompok ini berjuang keras untuk
mempengaruhi Kongres AS seperti dalam isu nuklir, kontrol senjata, moral publik,
aborsi, pembatasan dana pemerintah, persamaan hak, pelestarian dan perlindungan
lingkungan, serta kebijakan pemerintah mengenai berdoa di sekolah negeri.” Bentuk
baru kelompok kepentingan ini yang memiliki pengaruh signifikan di Kongres AS
adalah Moral Majority yaitu sebuah kelompok konservatif, kelompok aksi Kristen
fundamental yang mengawasi isu-isu moral. Kelompok ini menentang keputusan-
keputusan pemerintah dalam hal aborsi, hak kaum homoseksual, komunisme, dan
amandemen persamaan hak.®

Dalam penelitian ini, kelompok yang akan menjadi fokus utama termasuk dalam
kategori religious group dan atau moral majoritygroup. Kelompok ini berupaya untuk

memanifestasikan nilai-nilai ajaran agamanya dalam politik dan pemerintahan AS,

5Ibid. Hlm. 253
61bid.

"Ibid. Hlm. 254
81bid. Hlm. 255



55

khususnya dalam isu pernikahan sesama jenis. Kelompok ini beranggapan bahwa
kebijakan mengenai pernikahan sesama jenis dapat mempengaruhi aspek-aspek umat
beragama di AS sehingga penting bagi mereka untuk melindungi kebebasannya dalam
melaksanakan kepercayaan agama.

Selengkapnya, terdapat dua kelompok yang berkepentingan dalam hal
pernikahan sesama jenis. Pertama, yaitu kelompok agama yang berupaya untuk
menolak legalisasi pernikahan sesama jenis dan menjadi fokus utama diskusi dalam
karya tulis ini. Kedua, yaitu kelompok LGBT yang berjuang untuk mendapatkan
haknya dalam hal pernikahan. Dalam kategorisasi kelompok kepentingan, Kelompok
LGBT dapat dikategorikan sebagai citizen groups yang berjuang untuk mendapatkan
hak pernikahan. Penting untuk turut mengkaji mengenai kelompok LGBT tersebut agar
dapat melihat bagaimana proses legalisasi pernikahan sesama jenis di AS dan kaitannya

dengan kelompok agama.

3.2 Sejarah dan Perjuangan Kelompok LGBT di Amerika Serikat

Peneliti Sejarah LGBT di AS dapat ditelusuri kembali pada tahun 1924 dimana
pada tahun itu, Henry Gerber mendirikan sebuah organisasi bernama 7he Society for
Human Rights yang mengadvokasi hak-hak kaum gay.® Hak-hak yang dituntut oleh
aktivis gay pada masa itu berbeda jauh dengan tuntutan aktivis gay masa kini. Pada
masa itu, hak yang dituntut oleh kaum gay adalah hak untuk hidup tenang seperti
halnya masyarakat lainnya. Diskriminasi terhadap kaum gay di AS pada masa itu
memang sering terjadi. Gay bukanlah hal yang dapat diterima dengan mudah oleh
masyarakat karena dianggap melawan ketentuan alam. Bahkan pada tahun 1814 istilah
‘crime against nature’ pertama kali digunakan dalam keputusan hukum di AS yang

mengacu pada kaum gay.°

® PBS.org. Timeline: Milestones in the American Gay Rights Movement. Diakses dari
http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/timeline/stonewall/ pada 10 Mei 2016

10 American History USA. LGBT History. Diakses dari
https://www.americanhistoryusa.com/category/gay-lesbian-bisexual-transgender-history/ pada 3 Mei
2016
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56

Dibatasi oleh hukum AS yang melarang kegiatan-kegiatan berbau gay, kaum
gay masih sering mengadakan pertemuan tersembunyi di hotel-hotel ataupun bar. Hal
tersebut juga memicu berbagai kericuhan ketika polisi AS melakukan razzia. Salah
satunya razzia di Hotel Ariston pada 21 Februari 1903 dimana polisi New York
menahan 60 orang dan menangkap 14 orang.!! Kekerasan tersebut juga sering terjadi
dalam razzia-razzia polisi lainnya. Hukum-hukum federal AS juga semakin banyak
yang dibuat lebih mendiskriminasi kaum gay, terutama dalam hal mencari pekerjaan.
Hingga pada tahun 1958, dalam kasus One, Inc. v. Olesen, Mahkamah Agung AS
mendukung hak kaum LGBT dalam majalah bernama “One: The Homosexual
Magazine.”*?

Namun demikian, keputusan Mahkamah Agung AS untuk mendukung kaum
gay tersebut tidak mengurangi diskriminasi terhadap kaum gay. Puncaknya, pada 28
Juni 1969, polisi New York merazzia Stonewall Inn, sebuah bar gay pupilar di
Greenwich Village. Razzia tersebut berkembang menjadi protes dan demonstrasi yang
disertai kekerasan antara pemuda gay dengan polisi New York yang berlangsung
selama 6 hari.'® Kejadian tersebut kemudian menjadi titik balik bagi gerakan modern
kaum gay di AS dan juga di seluruh dunia.'* Dimulai pada tahun 1970, setiap tahun
pada bulan Juni aktivis kaum gay melaksanakan pride parade untuk mengenang
kejadian Stonewall.™®

Sebelumnya, pada akhir tahun 1960-an, the American Psychiatric Association

(APA) mengklasifikasikan homoseksualitas sebagai gangguan jiwa, dan kaum gay dan

11 Andrew Belonsky. 2010. Remembering The Ariston Baths, New York’s First Anti-Gay Raid. Diakses
dari http://www.towleroad.com/2010/10/remembering-the-ariston-baths-new-yorks-first-anti-gay-raid/
pada 10 Mei 2016

12pBS.org. Timeline: Milestones in the American Gay Rights Movement. Diakses dari
http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/timeline/stonewall/ pada 10 Mei 2016
13pBS.org. Introduction: Stonewall Uprising. Diakses dari
http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/introduction/stonewall-intro/ pada 10 Mei 2016
“Ibid.

5Bonnie J.Morris. History of Lesbian, Gay, & Bisexual Social Movements. Diakses dari
http://www.apa.org/pi/Igbt/resources/history.aspx pada 10 Mei 2016



http://www.towleroad.com/2010/10/remembering-the-ariston-baths-new-yorks-first-anti-gay-raid/
http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/timeline/stonewall/
http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/introduction/stonewall-intro/
http://www.apa.org/pi/lgbt/resources/history.aspx
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lesbian mendapatkan kutukan secara moral dari agama-agama mainstream.'® Akan
tetapi kemudian APA menghapuskan klasifikasi tersebut pada 15 Desember 1973.17
Banyak hal yang mempengaruhi keputusan APA untuk menghapuskan
homoseksualitas dari Diagnostic and Statistical of Mental Disorders (DSM). Namun
yang paling utama adalah dikarenakan adanya perubahan budaya dikalangan
masyarakat AS yang merupakan akibat dari gerakan protes sosial pada tahun 1950-an
hingga 1970-an: dimulai dengan gerakan hak-hak sipil Afrika-Amerika, kemudian
berkembang menjadi gerakan perempuan dan gerakan hak-hak kaum gay.®

Selain itu, keputusan APA juga dilandaskan pada penelitian mengenai
homoseksualitas pada tahun 1940-an hingga 1950-an. Alfred Kinsey bersama
koleganya mengenai seksualitas oria dan wanita menandai awal dari pergeseran budaya
dari pandangan homoseksualitas sebagai patologi menjadi pandangan bahwa
homoseksualitas merupakan bagian dari varian normal seksualitas manusia.'® Melalui
bukunya Sexual Behavior in the Human Male, Kinsey mengkritik kecenderungan para
ilmuwan untuk mempresentasikan homoseksual dan hetereseksual sebagai ‘perbedaan
tipe individual’.

Pada 19 Juli 1993, Presiden AS Bill Clinton mengumumkan kebijakan yang
dikenal dengan Don 't Ask Don’t Tell Policy (DADT).?° DADT merupakan kebijakan
pemerintah AS yang melarang perwira militer untuk secara terbuka mengakui dirinya
sebagai homoseksual. Militer AS juga dilarang menanyakan hal tersebut. Dengan
demikian, kaum gay dapat menjadi anggota militer namun dilarang keras untuk

mengakui dirinya gay dan melakukan hubungan homoseksual selama dinas militernya.

15pBS.org. Timeline: Milestones in the American Gay Rights Movement. Diakses dari
http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/timeline/stonewall/ pada 10 Mei 2016
17pBS.org. Introduction: Stonewall Uprising. Diakses dari
http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/introduction/stonewall-intro/ pada 10 Mei 2016
18 The Association of LGBTQ Psychiatrist (AGLP). The History of Psychiatry & Homosexuality.
Diakses dari http://www.aglp.org/gap/1_history/ pada 10 Mei 2016

Ibid.

20 Ethan Klapper. 2013. On This Day in 1993, Bill Clinton Announced ‘Don’t Ask, Don’t Tell’. Diakses
dari http://www.huffingtonpost.com/2013/07/19/bill-clinton-dont-ask-dont-tell n_3623245.html pada
10 Mei 2016
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Kebijakan tersebut resmi diberlakukan pada 21 Desember 1993 dimana Kementerian
Pertahanan AS mengeluarkan surat perintah pemberlakuan kebijakan presiden kepada
militer AS. Meskipun tidak banyak yang setuju dengan kebijakan tersebut—baik kaum
gay maupun mereka yang menentang homoseksualitas—akan tetapi pada masa itu
DADT dapat dilihat sebagai upaya Bill Clinton untuk sedikit menghilangkan
diskriminasi pada kaum gay. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Bill Clinton yang
pada dasarnya terbuka terhadap isu LGBT.

Kebijakan DADT yang dikeluarkan pemerintah AS hanya mengurangi
diskriminasi terhadap kaum LGBT dalam hal partisipasi militer, tidak hal lainnya. Pada
tahun 1993 dua pasangan LGBT menuntut pemerintah negara bagian Hawaii yang
menolak untuk mengeluarkan surat keterangan menikah bagi kedua pasangan tersebut.
Pengadilan tinggi negara bagian Hawaii memutuskan bahwa larangan pernikahan
sesama jenis merupakan bentuk diskriminasi terhadap jenis kelamin®! dan bahwa hal
tersebut melawan Konstitusi Negara Bagian Hawaii. Akan tetapi kasus tersebut tidak
berakhir dengan adanya keputusan pengadilan tinggi negara bagian Hawaii.
Berdasarkan Amandemen Persamaan Hak negara bagian Hawaii, pengadilan tinggi

2 dalam

memutuskan bahwa negara bagian harus membentuk compelling interes
mendukung larangan pernikahan sesama jenis di negara bagian Hawaii. Pengadilan
tinggi kemudian mengirimkan kasus tersebut ke pengadilan lebih rendah, yaitu circuit
court, untuk menentukan apakah negara (Hawaii) bisa membuktikan adanya
compelling interest dalam larangan pernikahan homoseksual di Hawaii.?®

Namun demikian, keputusan pengadilan tinggi negara bagian Hawaii memicu
banyaknya resistensi terhadap pernikahan sesama jenis di AS. Berdasarkan pasal Full

Faith and Credit yang berbunyi: “Full Faith and Credit shall be given in each state to

2L US Legal. United States Gay Couples. Diakses dari http://lawdigest.uslegal.com/family-laws/gay-
couples/7343/ pada 13 Mei 2016

22Compelling interest merupakan konsep hukum dimana pemerintah berwenang untuk melakukan suatu
tindakan. Contohnya pemerintah memiliki kepentingan satau wewenang dalam membatasi akses
terhadap obata-obatan  yang  tidak  terdaftar. Selengkapnya  dapat  dilihat  di
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/compelling+interest

2Ibid.
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the public Acts, Records and judicial Proceedings of every other state,” keputusan
pengadilan negara bagian Hawaii kemudian juga harus diakui oleh negara bagian
lainnya. Pemerintah Federal AS melihat adanya potensi konflik antar negara bagian
yang mungkin dapat terjadi karena pasal tersebut. Sehingga pada tahun 1996, Kongres
AS membuat undang-undang yang mengatur mengenai pernikahan sesama jenis di AS
yang dikenal dengan Defense of Marriage Act (DOMA). DOMA menyebutkan bahwa
pernikahan yang diakui oleh pemerintah federal adalah antara lelaki dengan perempuan
dan bahwa negara bagian memiliki hak untuk menolak ataupun mengakui pernikahan
sesama jenis di wilayah negara bagiannya. DOMA kemudian resmi menjadi UU ketika
ditandatangani oleh Presiden Bill Clinton pada 21 September 1996.2

Meskipun secara jelas pemerintah federal tidak mengakui pernikahan sesama
jenis, gerakan kaum LGBT tidak secara signifikan terhenti. Sebaliknya, kaum LGBT
semakin progresif mengkampanyekan haknya untuk mendapatkan lisensi pernikahan
dari negara. Pada tahun 2000, negara bagian Vermont kemudian mengakui persatuan
sipil (civil union) yang mengacu pada pernikahan kaum LGBT.?® Akan tetapi persatuan
sipil tidak sama dengan pernikahan. Beberapa akses yang dapat diperoleh pasangan
yang menikah, seperti hak untuk mengadopsi dan bercerai, tidak dapat didapatkan
dalam persatuan sipil.

Selanjutnya pada tahun 2004, negara bagian Massachusetts menjadi negara
bagian pertama yang melegalisasi pernikahan sesama jenis di AS.?® Seiring
perkembangannya, satu per satu negara bagian AS juga mulai melegalisasi pernikahan
sesama jenis diwilayahnya. Hingga tahun 2015, pernikahan sesama jenis diakui oleh
37 negara bagian di AS. Legalisasi tersebut dilalui dengan 3 cara, yaitu melalui badan

yudisial, badan legsilatif, dan popular vote dimana masyarakat negara bagian memiliki

24pBS.org. Timeline: Milestones in the American Gay Rights Movement. Diakses dari
http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/timeline/stonewall/ pada 13 Mei 2016
®Jeannine Pitas. History of the Gay Rights Movement in the US. Diakses dari
http://www.lifeintheusa.com/people/gaypeople.htm pada 13 Mei 2016

%Utah Valley University. Milestones of LGBT History in the United States. Diakses dari
https://www.uvu.edu/multicultural/Igbt/education/history.html pada 13 Mei 2016
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suara untuk mendukung atau menolak pernikahan sesama jenis. Dari 37 negara bagian
yang telah melegalisasi pernikahan sesama jenis hingga tahun 2015, hanya 10 negara
bagian yang melegalisasi pernikahan sesama jenis melalui badan legislatif atau popular
vote?’. Sementara negara bagian lainnya mengakui pernikahan sesama jenis melalui
proses yudisial.

Dapat disimpulkan bahwa meskipun kelompok LGBT terus mengadvokasi hak-
haknya dengan melakukan berbagai kampanye, di sebagian besar negara bagian AS,
pendekatan kaum LGBT melalui badan legislatif serta masyarakat langsung tidak
cukup kuat untuk menjadikan pernikahan sesama jenis legal. Hanya ketika mereka
melalui jalur hukum atau pengadilanlah kaum LGBT dapat mencapai tujuannya dalam
hal pernikahan. Hal tersebut serupa dengan bagaimana pernikahan sesama jenis
kemudian diakui oleh pemerintah federal AS dan menjadi legal di seluruh negara
bagian AS pada tahun 2015.

Sebelum tahun 2015, Mahkamah Agung AS telah beberapa kali mengadili
kasus-kasus yang berkaitan dengan pernikahan sesama jenis baik dalam level negara
bagian maupun level federal. Contohnya pada tahun 2003 dalam kasus Lawrence v.
Texas dimana Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa undang-undang negara
bagian Texas tentang sodomi melanggar Konstitusi AS.?® Karena dikeluarkan oleh
Mahkamah Agung AS, keputusan tersebut tidak hanya mempengaruhi undang-undang
negara bagian Texas, akan tetapi juga menghapus undang-undang serupa yang
melarang hubungan seksual kaum gay di seluruh negara bagian AS. Hal tersebut
merupakan sebuah kemenangan bagi kaum LGBT. Akan tetapi, hal tersebut juga
meningkatkan perhatian publik terhadap FMA yang sebelumnya tidak populer. Dengan
adanya perhatian publik yang lebih besar, sedikit banyak juga meningkatkan dukungan
terhadap FMA dari anggota Kongres AS.

2! Popular Vote merupakan bagian dari ballot measure dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk
mendukung atau menolak sebuah undang-undang yang gagal dalam cabang legislatif. Selengkapnya
dapat dilihat di https://ballotpedia.org/Laws_governing local ballot measures

BChicago-Kent College of Law at Illinois Tech. Lawrence v. Texas. Diakses dari
https://www.oyez.org/cases/2002/02-102 pada 13 Mei 2016
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Selain Lawrence v. Texas, pada tahun 2013 Mahkamah Agung AS kembali
mengeluarkan keputusan pro-LGBT melalui kasus United Statesv. Windsor. Kasus
tersebut berawal ketika Edith Windsor mewarisi estate dari pasangannya, Clara Spyer,
yang meninggal pada tahun 2009. Keduanya menikah di Toronto, Kanada, pada tahun
2007 dimana pernikahan tersebut juga diakui oleh pemerintah negara bagian New
York.?® Karena berdasarkan DOMA pernikahan yang diakui oleh pemerintah federal
adalah pernikahan heteroseksual, dan bahwa pasangan LGBT tidak dapat menerima
berbagai keuntungan dari pemerintah federal (termasuk bebas pajak), Windsor
dikenakan pajak estate sebesar US$363.000. Pada 9 November 2010 Windsor
mengajukan gugatan kepada pengadilan distrik mengenai DOMA, khususnya Section
3 mengenai pernikahan yang diakui oleh pemerintah federal.®

Pada 18 April 2011, the Bipartisan Legal Advisory Group dari HoR AS
membuat petisi untuk mengintervensi kasus tersebut dan mempertahankan DOMA. %
Namun pada 26 Juni 2013, memutuskan bahwa DOMA (Section 3) melanggar
Konstitusi AS yang menjamin kebebasan yang sama bagi semua orang melalui
Amandemen Kelima Konstitusi AS.*? Dengan menolak untuk menerima definisi
DOMA tentang pernikahan, Mahkamah Agung AS mengakui bahwa pasangan sesama
jenis di AS memiliki akses yang sama terhadap keuntungan-keuntungan yang
disediakan oleh pemerintah federal seperti halnya pasangan heteroseksual.*® Mengikuti
keputusan tersebut, pemerintah AS juga mengumumkan bahwa untuk tujuan pajak

federal, pasangan sesama jenis dipertimbangkan sebagai pasangan yang menikah

PChicago-Kent College of Law at Illinois Tech. United States v. Windsor. Diakses dari
https://www.oyez.org/cases/2012/12-307 pada 13 Mei 2016

O1bid.

$bid.

32 Jonathan A. Kenter dan Evelyn Small Traub. 2013. United States v. Windsor: The Impact of the
Supreme Court’s DOMA Ruling on Employee Benefits. Diakses dari
http:/www.troutmansanders.com/united-states-v-windsor-the-impact-of-the-supreme-courts-doma-

ruling-on-employee-benefits-07-01-2013/ pada 18 Mei 2016

3 Hollis J. Fishman. The Effect of United States v. Windsor on Same Sex Estate Planning. Diakses dari
http://www.curtinheefner.com/the-effect-of-united-states-v-windsor-on-same-sex-estate-planning/ pada
18 Mei 2016
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apabila mereka berada di negara bagian yang mengakui pernikahan sesama jenis,
terlepas dari domisili pasangan tersebut.>*

Meskipun melalui kasus United States v. Windsor pemerintah federal mengakui
pernikahan sesama jenis, negara bagian masih memiliki wewenang untuk mengakui
atau tidak pernikahan sesama jenis di wilayah negara bagian tersebut berdasarkan
DOMA Section 2. Hingga pada tahun 2015, Mahkamah Agung AS kembali
menyatakan DOMA tidak konstitusional melalui kasus Obergefell v. Hodges. Empat
kasus pernikahan sesama jenis dikonsolidasikan oleh Mahkamah Agung AS dengan
judul Obergefell v. Hodges ketika Mahkamah Agung AS menerima certiorari pada 16
Januari 2015.%° Keempat kasus tersebut berasal dari empat wilayah negara bagian yang
berbeda dimana pasangan homoseksual menggugat lembaga atau pemerintah negara
bagian yang menolak pernikahan sesama jenis: Ohio, Michigan, Kentucky, dan
Tennessee.*® Ohio merupakan salah satu wilayah penganut Kristen Evangelis terbesar
di AS yang undang-undangnya sangat ketat menolak pernikahan sesama jenis. Begitu
pula Michigan, Kentucky, dan Tennesse yang mayoritas masyarakatnya menolak
pernikahan sesama jenis melalui ballot.

Dalam kasus Obergefeel v. Hodges, pada 26 Juni 2015 Mahkamah Agung AS
menyatakan bahwa larangan pernikahan sesama jenis melanggar Amandemen
Keempatbelas Konstitusi AS.3" Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penolakan
terhadap pernikahan sesama jenis sebagian besar bertumpu pada alasan agama.
Meskipun pemerintah negara bagian maupun pemerintah federal tidak secara eksplisit
menggunakan faktor agama, kebijakan untuk menolak legalisasi pernikahan sesama
jenis merupakan hasil dari lobi-lobi kelompok agama untuk melindungi keyakinannya.

Dalam pengadilan Obergefeel v. Hodges Mahkamah Agung AS menyatakan bahwa

4Ibid.

% Ballotpedia. Obergefell v. Hodges. Diakses dari https://ballotpedia.org/Obergefell v. Hodges pada 18
Mei 2016

%Chicago-Kent College of Law at Illinois Tech. Obergefell v. Hodges. Diakses dari
https://www.oyez.org/cases/2014/14-556 pada 18 Mei 2016

3 Ibid.
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Amandemen Pertama Konstitusi AS melindungi hak organisasi keagamaan untuk
mempraktekan prinsip-prinsipnya, namun hal tersebut bukan berarti bahwa negara
bagian dapat menolak hak untuk menikah pasangan sesama jenis.*® Dengan demikian,
pernikahan sesama jenis resmi legal di seluruh negara bagian AS semenjak Juni 2015.

Perkembangan hak-hak LGBT di AS diatas jauh lebih lambat jika dibandingkan
dengan negara-negara maju lainnya di Eropa. Belanda dan Belgia misalnya, telah
melegalisasi pernikahan sesama jenis semenjak tahun 2000 dan 2003.% Selain kedua
negara tersebut, 16 negara lainnya, termasuk yang diluar Eropa, juga telah mengakui
pernikahan sesama jenis didepan hukum sebelum AS melegalisasi pada tahun 2015.
AS, yang merupakan salah satu negara demokrasi tertua didunia justru menjadi negara
kesekian yang menjamin hak-hak individu kaum LGBT. Bahkan meskipun Mahkamah
Agung AS telah mendeklarasikan legalisasi pernikahan sesama jenis diseluruh negara
bagian AS, pertentangan dengan kelompok agama yang menolak pernikahan sesama

jenis terus berlanjut dalam level negara bagian.

3.3 Kelompok Kepentingan Agama

Meskipun amandemen pertama Amerika Serikat telah menjamin kebebasan
untuk beragama maupun tidak bagi setiap warga negaranya, berdasarkan sensus-sensus
keagamaan, masyarakat Amerika Serikat jauh lebih religius dibandingkan masyarakat
Eropa Barat. Salah satunya, pada tahun 2009, sosiolog Jerman Hans Joas mengamati
bahwa “it is widely accepted that the United States is far more religious than
practically any comparable European state.”™

Dalam hasil pengamatan Hans Joas tersebut dikatakan bahwa AS jauh lebih

religius dibandingkan dengan negara-negara yang sebanding di Eropa. Ada banyak

381bid.

%pew Research Center. 2015. Gay Marriage Around the World. Diakses dari
http://www.pewforum.org/2015/06/26/gay-marriage-around-the-world-2013/ pada 18 Mei 2016

“E.  Brooks Holifield. Why Do Americans Seem So Religious?. Diakses dari
https://scholarblogs.emory.edu/sacredmatters/2014/01/21/why-do-americans-seem-so-religious/  pada
18 Mei 2016
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faktor yang menjadikan Amerika jauh lebih religius dibandingkan negara-negara
Eropa. Salah satu faktor yang mungkin dapat dipertimbangkan adalah seberapa
pentingkah agama bagi masyarakat AS. Berdasarkan survey oleh Pew Research Center
pada tahun 2014, 53% mengatakan bahwa agama sangat penting, 24% penting, 11%
tidak begitu penting, dan 11% tidak penting sama sekali.*!

Selain itu, sebagian besar orang Amerika dewasa—sekitar tiga perlima atau
seperempatnya—‘menjadi bagian” dari gereja-gereja, sinagog-sinagog, atau
perkumpulan keagamaan lainnya.*? Meskipun terdapat penurunan dalam aktivitas
keagamaan, namun lanskap keagamaan di AS masih relatif setabil dibandingkan
dengan negara industri lainnya.*® Selain itu, penurunan religiusitas di AS bukan
disebabkan oleh berkurangnya orang beragama di AS, namun dikarenakan semakin
meningkatnya “the none”, yaitu mereka yang tidak mengafiliasikan dirinya dengan
keyakinan agama apapun. Namun demikian, sebagian besar masyarakat AS masih
mengafiliasikan dirinya dengan kelompok keagamaan (77%).*

Kelompok agama didefinisikan sebagai serangkaian lembaga keagamaan
terutama gereja lokal dan misionaris yang terkait, badan-badan pendidikan dan
administratif yang secara formal berkaitan satu sama lain dan memiliki seperangkat
keyakinan dan komitmen bersama.*® Eksistensi kelompok agama diatur oleh Konstitusi
AS pada Amandemen Pertama, yaitu “Freedom of (or from) religion. Freedom of speech.
Freedom to assemble. Freedom to petition the government.” Bukannya menurunkan jumlah

kelompok keagamaan, menurut Bryan A. S Rasmussen hal tersebut justru mendorong

“lpew  Research Center. Importance of Religious in One’s Life. Diakses dari
http://www.pewforum.org/religious-landscape-study/importance-of-religion-in-ones-life/ pada 18 Mei
2016

“2David C. Leege. 2006. Agama dan Politik dalam Perspektif Teoritis. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.
Hlm. 3

“pew Research Center. 2015. U.S. Public Becoming Less Religious. Diakses dari
http://www.pewforum.org/2015/11/03/u-s-public-becoming-less-religious/ pada 18 Mei 2016

“Ibid.

“David C.Leege & Lyman A. Kellstedt. 2006. Dalam Linda Rachmawati. 2008. “Partisipasi Kelompok
Agama Sebagai Kelompok Kepentingan Dalam Politik di Amerika Serikat”. Skripsi pada Jurusan Ilmu
Hubungan Internasional. Jember: Universitas Jember. Him. 32
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tumbuh pesatnya gereja-gereja dan kelompok keagamaan di AS.**Amandemen
Pertama Konstitusi Amerika Serikat menjamin pasar bebas untuk ide-ide agama
sehingga gereja-gereja bebas bersaing untuk mendapatkan pengikut yang kemudian
memunculkan demam religius dalam komunitas di Amerika Serikat.*’

Tidak hanya dalam kehidupan sosial masyarakat AS, agama juga memiliki
pengaruh yang besar dalam politik AS dibandingkan dengan negara-negara maju
lainnya. Meskipun Konstitusi AS secara jelas menyatakan bahwa pemerintah dilarang
mengambil tindakan yang berbasis agama, sangat jarang para politisi AS yang dapat
memberikan statemen atau pidato tanpa mengutip agama.*® Setiap Presiden AS selalu
mengucapkan ‘God bless America’, mengucapkan doa untuk korban bencana, dan
memuji nilai-nilai agama.*® Menurut Andrew Kohut, agama lebih berpartisipasi secara
langsung dengan terlibat dalam proses politik, dibandingkan dengan sebelumnya
dimana agama hanya menjadi pengamat.’® Kelompok-kelompok keagamaan mulai
menjalin hubungan dengan partai konservatif Amerika sehingga partai tersebut banyak
mendapat dukungan dari kelompok-kelompok keagamaan. Partai Republik, misalnya,
tidak dapat memenangkan pemilu tanpa adanya dukungan dari para pemilih Kristen.>!

Lebih lanjut, ada dua alasan mengapa partisipasi kelompok agama dalam politik
semakin meningkat. Pertama, karena adanya perubahan yang terjadi dalam agama,

sehingga mengubah arti penting agama dalam politik. Kelompok agama konservatif

4 Bryan A.S. Rasmussen. Agama dan Politik dalam Amerika Serikat. Dalam John T. Ishiyama dan
Marijke Breuning (editor)./lmu Politik Dalam Paradigma Abad ke-21Sebuah Referensi Panduan
Tematis.Terj. Tri Wibowo B.S. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

“Ibid.

48 Nigel Barber. 2012. Why Religion Rules American  Politics. —Diakses  dari

http://www.huffingtonpost.com/nigel-barber/why-religion-rules-americ_b_1690433.html pada 18 Mei
2016
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Diakses dari
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political-power.html? r=0 pada 18 Mei 2016
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mulai mendukung politisi konservatif ketika para politisi liberal mendapatkan
dukungan dari populasi yang non-religius.? Ketika para politisi liberal mendapatkan
banyak dukungan dari kelompok non-religius, hal tersebut akan mempengaruhi
keputusan pemerintah terpilih dan bukan tidak mungkin kebijakan tersebut akan
mengancam keyakinan kelompok agama. Alasan kedua mengapa partisipasi kelompok
agama dalam politik semakin meningkat adalah karena adanya perubahan dalam
agenda politik yang meningkatkan pentingnya agama. Munculnya isu aborsi dan
homoseksualitas menghubungkan agama lebih dekat dengan politik.>® Hubungan yang
semakin meningkat dan semakin langsung, menyebabkan kelompok agama memasuki
arena politik jauh semakin dalam.>*

Dalam politik, jumlah massa merupakan modal yang sangat penting. Untuk
melihat komunitas agama di AS, biasanya kelompok agama dibedakan menjadi enam
tradisi agama mayoritas di AS, yaitu:

a. Protestan Evangelis (Evangelical Protestants)
b. Protestan Garis Utama (Mainline Protestants)
c. Protestan Kulit Hitam (Black Protestants)

d. Katolik Roma (Roman Chatolics)

e. Yahudi (Jews)

f.  Sekuler (nonreligious people)®

Kelompok protestan merupakan komunitas agama terbesar di AS yang terbagi
lagi menjadi beberapa kelompok protestan yang berbeda-beda. Kelompok protestan
evangelis cenderung memiliki pandangan literatur yang mengacu pada bible,

menekankan pengalaman terlahir-kembali, dan memiliki misi kuat untuk membawa

52 Andrew Kohut, dkk. 2000. Dalam Ase Meistad. Lobbying on Behalf of God.: Religious Interest Groups
and the No Child Left Behind Act of 2001. Disertasi untuk gelar Candidatus Rerum Politicarum
departemen perbandingan politik: University in Bergen. Hlm.17

>3Ibid.

Ibid.

5 Ase Meistad. Lobbying on Behalf of God.: Religious Interest Groups and the No Child Left Behind Act
of 2001. Disertasi untuk gelar Candidatus Rerum Politicarum departemen perbandingan politik:
University in Bergen. Hlm. 14
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masyarakat menganut agamanya.*® Protestan kulit hitam pada dasarnya sama dengan
protestan evangelis, akan tetapi protestan kulit hitam memiliki pandangan yang lebih
liberal dalam hal politik.>” Protestan garis utama memiliki pandangan historical-
critical terhadap Bible dan tidak seagresif protestan evangelis dalam misinya
membawa anggota baru.>® Katolik roma juga merupakan salah satu kelompok agama
yang sangat aktif berpartisipasi dalam politik AS, terutama menyangkut isu
kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan isu-isu moral lainnya.*®

Dengan semakin meningkatnya kepentingan kelompok agama dalam politik AS,
kemudian mendorong kelompok agama untuk membentuk kelompok kepentingan yang
bertugas berhubungan secara langsung dengan pejabat publik di AS. Pew Research
Center secara luas mendefinisikan kelompok kepentingan keagamaan sebagai
kelompok yang mengadvokasi pembentukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan
dengan agama.®® Kelompok-kelompok kepentingan agama utamanya mempromosikan
kebebasan beragama di seluruh dunia. Akan tetapi, kelompok keagamaan juga
mempromosikan pandangan agama dan prinsip moral dalam menanggapi isu-isu
sosial.®

Seberapa banyak kelompok kepentingan yang merupakan bentukan kelompok
agama atau setidaknya berafiliasi dengan kelompok agama dapat dilihat dalam gambar

berikut:

581bid.
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Breakdown by Religious Affiliation
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Gambar 3.1 Persentase Pelobi Kelompok Agama di AS

Sumber: Pew Research Center. 2011. Major Characteristic of Religious Advocacy Groups.
Diakses dari http://www.pewforum.org/2011/11/21/lobbying-for-the-faithful-major-
characteristics/#issue

Gambar 3.1 diatas menunjukkan bahwa protestan evangelis dan katolik
merupakan dua agama yang memiliki kelompok kepentingan cukup besar
dibandingkan dengan agama lainnya. Jumlah kelompok kepentingan katolik 1% lebih
besar dibandingkan dengan kelompok kepentingan protestan evangelis. Hal tersebut
tidak sesuai dengan jumlah pengikut kedua agama dimana protestan evangelis
memiliki lebih banyak pengikut (26,3%) dibandingkan katolik (23,9%).

Kelompok-kelompok kepentingan agama di AS memiliki bentuk yang berbeda-
beda sesuai dengan struktur organisasinya. Pew Research Center membagi bentuk
struktur organisasi kelompok kepentingan agama menjadi 6, yaitu:

a. Organisasi keanggotaan, yaitu kelompok yang konstituen dan atau sumber
dananya berasal dari anggota individu. Contoh dari kelompok ini yaitu Family

Research Council dan Unitarian Universalist Service Committee.

821pid.
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b. Institusional, yaitu kelompok kepentingan yang mewakili institusi, bukan hanya
individu. Kelompok ini memperjuangkan kepentingan sekolah menengah,
perguruan tinggi, rumah sakit, badan-badan bantuan dan pembangunan
internasional, penyedia layanan sosial, siaran organisasi media dan perintah
agama.

c. Kelompok yang mewakili kelompok agama secara resmi. Kelompok ini biasanya
mewakili kelompok agama tertentu, termasuk Katolik, Protestan, Islam, dan
Judaisme.

d. Think tanks, yaitu kelompok yang melakukan penelitian dan menyediakan
rekomendasi kebijakan yang berhubungan dengan isu keagamaan dan atau
pendekatan penelitian yang berangkat dari dasar-dasar agama.

e. Koalisi permanen, yaitu beberapa gabungan think tank yang terdiri dari berbagai
keyakinan agama. Berbeda dengan aliansi sementara, kelompok ini cenderung
memiliki staf yang permanen. Contohnya Jubilee USA Network, sebuah koalisi
antara lembaga pembangunan dan kelompok bantuan dari tradisi agama yang
berbeda.

f.  Kelompok Hybrid, yaitu kelompok kepentingan yang bentuk organisasi
strukturalnya campuran dari bentuk-bentuk sebelumnya. Contohnya Becket Fund
for Religious Liberty, yang melakukan penelitian hukum dan menghasilkan
publikasi seperti halnya think tank, tetapi juga menyediakan perwakilan hukum
pro bono untuk individu atau badan-badan agama yang menyangkut kebebasan
beragama.

Dari keenam bentuk diatas, organisasi keanggotaan yang mewakili anggota
individu adalah bentuk yang paling umum. Agama terbesar yang terafiliasi dengan
kelompok ini adalah protestan, katolik dan yahudi. Selengkapnya, mengenai afiliasi
agama di AS dengan bentuk-bentuk kelompok diatas dapat dilihat dalam tabel gambar
3.2 berikut:
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Organizational Structure by Religious Tradition
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REPRESENTS
REPRESENTS REPRESENTS RELIGIOUS PERMANENT  THINK NUMBER
INDIVIDUALS INSTITUTIONS  BODIES HYBRID COALITION TANK TOTAL OF GROUPS
Interreligious 43% 6% 0% 11% 22% 19% 100% 54
Catholic 37 39 2 10 7 5 100 41
Evangelical Prot. 41 23 15 13 8 0 100 39
Jewish 56 20 12 0 B 8 100 25
Muslim 53 0 18 6 0 24 100 17
Mainline Prot. 25 25 50 0 0 0 100 16
Other religion 56 0 a4 0 0 0 100 ‘
Other Christian 17 0 67 17 0 0 100 6
Peace church 33 0 67 0 0 0 100
Secular S0 0 0 0 50 0 100 2
All groups 42 17 15 8 9 8 100 212

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pelobi Kelompok Agama di AS

Sumber: Pew Research Center. 2011. Major Characteristic of Religious Advocacy Groups.
Diakses dari http:/www.pewforum.org/2011/11/21/lobbying-for-the-faithful-major-
characteristics/#issue

Keterlibatan kelompok agama dalam politik memfokuskan pada isu-isu moral.
Akan tetapi dalam perkembangannya, kelompok agama juga terlibat dalam isu-isu
sosial dengan menekankan pandangan agama. Berdasarkan dari hasil penelitian yang
dilakukan oleh Pew Research Center, yang melakukan survei terhadap 216 kelompok
advokasi keagamaan, ada sekitar 12 isu domestik yang menjadi fokus kelompok
tersebut, yaitu: isu gereja-negara, hak sipil dan kebebasan, isu bioetika dan kehidupan,
keluarga dan pernikahan, kemiskinan dan keadilan ekonomi, pelayanan kesehatan,
imigrasi, toleransi, energi dan lingkungan, sistem pengadilan, isu fiskal dan pajak, dan
pendidikan.%® Dari kedua belas isu tersebut, isu pernikahan sesama jenis dapat
dikategorikan kedalam isu keluarga dan pernikahan, yang mengambil perhatian
kelompok agama sekitar 39 % dari total kelompok kepentingan agama yang disurvei

oleh Pew Research Center.

8 1bid.
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Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pada isu pernikahan sesama
jenis di AS, khususnya bagaimana kelompok agama sebagai kelompok kepentingan di
AS berupaya untuk mempengaruhi kebijakan dan peraturan pemerintah AS. Penelitian
serupa pernah dilakukan dan dipublikasikan oleh Linda Rahmawati, mahasiswa Ilmu
Hubungan Internasional Universitas Jember serta Anne Marie Cammisa dan Paul
Christopher Manuel, mahasiswa Department of Government, Georgetown University
dan American University. Kedua tulisan tersebut menggunakan kelompok agama yang
sama, yaitu United States Conference of Catholic Bishops (USCCB). Akan tetapi dalam
tulisan Rahmawati menggunakan dua studi kasus yaitu isu aborsi dan pendidikan, serta
kelompok agama lainnya, yaitu Association of Christian Schools International (ACSI).
Sementara tulisan Cammisa dan Manuel fokus pada isu kesejahteraan dan kesehatan.
Berikut penulis merangkum isi dari penelitian-penelitian tersebut, khususnya
bagaimana kelompok agama mempengaruhi kebijakan pemerintah AS dalam isu aborsi

dan kesejahteraan.

3.4 Kelompok Agama dalam Isu Abosrsi dan Kesejahteraan
3.4.1 Isu Aborsi

Dalam penelitiannya yang berjudul Partisipasi Kelompok Agama Sebagai
Kelompok Kepentingan dalam Politik Amerika Serikat,®® LindaRahmawati
memfokuskan penelitiannya pada dua isu, yaitu isu aborsi dan isu pendidikan. Dari
rumusan masalah yang ditetapkan, Rahmawati mencoba untuk menganalisa
kepentingan kelompok agama dalam mempengaruhi politik di AS dan bagaimana
kelompok tersebut mencoba mempengaruhi politik AS.

Rahmawati menggunakan klasifikasi kelompok agama dalam buku Kenneth D.
Wald untuk melihat perbedaan tradisi ideologi kelompok agama di AS. Dalam

klasifikasi tersebut digambarkan bahwa kelompok Protestan Evangelis merupakan

%4 Linda Rachmawati. 2008. “Partisipasi Kelompok Agama Sebagai Kelompok Kepentingan Dalam
Politik di Amerika Serikat”. Skripsi pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Jember: Universitas
Jember.
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kelompok agama yang paling konservatif. Selanjutnya kelompok agama Katolik
menjadi kelompok agama paling konservatif kedua. Akan tetapi Rahmawati
menggunakan kelompok agama Katolik sebagai objek penelitiannya dikarenakan
perjuangan kelompok agama Katolik terhadap isu aborsi lebih besar dibandingkan
dengan kelompok agama lainnya.

Pada awalnya aborsi merupakan hal yang dilarang di AS karena aborsi
memberikan dampak buruk yang juga bisa berujung kematian bagi wanita yang
melakukan aborsi. Hukum AS, terutama hukum negara bagian menyatakan bahwa
aborsi merupakan hal yang illegal. Hingga kemudian muncul kelompok sosial yang
mengadvokasikan hak-hak wanita termasuk hak untuk menentukan reproduksi mereka.
Menurut kelompok ini (utamanya kelompok feminis, dan disebut dengan kelompok
Pro Choice) aborsi merupakan hak pribadi yang tertera dalam Konstitusi AS.
Kelompok Pro Choice berhasil mempengaruhi masyarakat AS dan juga pemerintah
negara bagian. Sampai pada tahun 1970, peraturan mengenai aborsi diatur oleh masing-
masing negara bagian dimana beberapa negara bagian ada yang melarang dan
memperbolehkan praktek aborsi.

Isu aborsi mulai menjadi perhatian pemerintah federal ketika pada awal tahun
1970 Mahkamah Agung AS menyetujui untuk mendengarkan dua kasus aborsi yaitu
Roe v. Wade dan Doev. Bolton. Kasus tersebut muncul karena adanya hukum negara
bagian Texas dan Georgia yang melarang praktek aborsi kecuali dalam keadaan
tertentu. Keputusan final Mahkamah Agung AS dalam kedua kasus tersebut
menyatakan bahwa pelarangan aborsi melanggar Konstitusi AS. Pada 1973 Mahkamah
Agung AS memutuskan bahwa Konstitusi AS menjamin hak pribadi dan hak dasar
yang memperbolehkan wanita untuk mengakhiri kehamilannya.

Sebagai pintu terakhir dalam pengambilan keputusan, keputusan Mahkamah
Agung AS tidak hanya mempengaruhi hukum di negara bagian Texas dan Georgia,
tetapi juga diseluruh negara bagian AS. Namun demikian, Mahkamah Agung AS juga
menetapkan pembatasan dimana negara bagian masih bisa mengatur mengenai aborsi

dalam rangka melindungi kesehatan ibu (maternal protection) dan melindungi potensi
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kelahiran manusia (fetal protection). Singkatnya, dalam periode kehamilan 1-3 bulan,
negara bagian tidak diperbolehkan melarang praktek aborsi. Dalam periode 4-6 bulan,
negara bagian masih tidak memiliki wewenang untuk melarang aborsi akan tetapi
negara bagian bisa menetapkan peraturan untuk melindungi nyawa sang ibu. Dalam
periode 7-9 bulan, barulah pemerintah negara bagian memiliki wewenang untuk
melarang atau memperbolehkan aborsi karena pada periode ini janin sudah mulai
terbentuk (fetal protection).

Tata cara aborsi di AS dilakukan melalui prosedur partial-birth, yaitu aborsi
yang dilakukan pada akhir masa kehamilan dimana janin sudah mendekati bentuk
sempurna. Berdasarkan tata caranya, prosedur partial-birth sangat tidak manusiawi
karena melibatkan kekerasan terhadap janin. Sebagai kelompok yang sangat
menentang aborsi, kelompok agama katolik (disebut dengan kelompok Pro Life)
mengutuk prosedur partial-birth dan berupaya mempengaruhi pemerintah untuk
melarang prosedur tersebut melalui rancangan undang-undang Partial-Birth Abortion
Ban Act (PBA Ban Act). Tabel 3.2 berikut menunjukkan bagaimana aktivitas kelompok
agama Katolik dalam upayanya menolak legalisasi aborsi di AS:

Tabel 3.2 Aktivitas Kelompok Katolik dalam Isu Aborsi

Tahun Aktivitas

Setelah Mahkamah Agung AS mengeluarkan keputusan yang
melegalkan aborsi pada tahun 1973, kelompok Katolik di AS
membentuk National Committee for a Human Life Amandement,
yaitu sebuah komite untuk memperjuangkan amandemen
terhadap isu-isu kehidupan manusia. Tujuan dari komite ini untuk
o7 mengubah keputusan yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung
AS tentang legalitas aborsi dengan upaya mengajukan amademen

terhadap Konstitusi AS yang memfokuskan pada pemberian

perlindungan kehidupan kepada janin. Ketika amandemen

tersebut sampai di komite pengadilan Senat untuk dilakukan
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pembahasan, perdebatan tidak dapat dihindarkan dan tidak ada
jalan keluar yang menyebabkan RUU tersebut gagal

1975

Sebagai upaya untuk mengkoordinasikan usaha Katolik untuk
mengubah keputusan Mahkamah Agung AS, kelompok Katolik
merancang suatu pedoman yang dinamakan Pastoral Plan for
Pro-Life Activities. Selain berisikan pedoman kepada seluruh
umat Katolik dalam isu aborsi, pedoman tersebut juga
menyerukan untuk berjuang secara nasional dalam isu aborsi
melalui suatu organisasi yang bernama National Conference
Chatolic Bishops (NCCB). NCCB kemudian menggunakan
organisasi staf lobi mereka di Washington yang bernama United
States Catholic Conference (USCC) untuk mempengaruhi cabang
legislatif agar membuat undang-undang yang dapat membatasi
aktivitas aborsi. NCCB memperoleh keberhasilan ketika pada
tahun 2003 presiden menandatangani PBA Ban Act yang

melarang prosedur partial-birth.

1976

Kelompok Katolik berupaya mempengaruhi Kongres untuk
mengesahkan suatu amandemen bernama Hyde Amendment.
Amandemen tersebut berisikan pengurangan penggunaan dan
federal untuk digunakan sebagai uang kesehatan bagi wanita yang

melakukan aborsi.

Mulai 1977

Kelompok Katolik mulai menggunakan jalur yudikatif. Namun
baru pada tahun 1989 memperoleh keberhasilan dengan kasus
yang dinamakan Webster v. Reproductive Health Services. Kasus
tersebut memfokuskan pelarangan penggunaan fasilitas publik
untuk menjadi tempat aborsi dan melarang pekerja kesehatan
pemerintah melakukan aborsi kecuali dapat mengancam nyawa

sang ibu.
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Sebagai hasil dari suatu pertemuan yang dihadiri oleh semua

1995 keuskupan Katolik di AS, kelompok Katolik membuat sebuah
dokumen yang mengutuk dan menyalahkan aborsi dan tindakan

euthanasia. Dokumen tersebut bernama “Faithful for Life”.

Dari tabel diatas dapat dilihat bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh
kelompok Katolik di AS dalam menolak legalisasi aborsi. Menariknya, kelompok ini
juga membentuk sebuah organisasi khusus untk berpartisipasi dalam politik AS, yaitu
NCCB. NCCB terbentuk atas dasar perintah dari Gereja Katolik Roma sebagai
perwakilan resmi Vatikan di AS. Gereja Vatikan perlu memprioritaskan AS sebagai
negara besar yang pada masa itu menunjukkan penyelewengan terhadap ajaran katolik
terutama dalam isu aborsi. NCCB melakukan lobi kepada pemerintah melalui staf
lobinya, United States Catholic Conference (USCC). Pada tahun 2001, NCCB berubah
menjadi USCCB (United States Conference of Catholic Bishops) dan melakukan lobi-
lobi keagamaan sendiri tanpa melalui USCC.

Selain melalui lobi terhadap anggota Kongres AS, USCCB juga menggunakan
cara tidak langsung dengan mendorong seluruh umat Katolik AS untuk menghubungi
anggota Kongres AS melalui mail atau kartu pos. Pada tahun 1997, USCCB
mensponsori pengiriman kartu pos secara besar-besaran kepada Kongres AS setelah
Presiden Bill Clinton memveto rancangan PBA Ban Act. Kegiatan tersebut dinamakan
Postcard Campaign dan diatur dalam Pastoral Plan for Pro-Life Activites. Selain berisi
Postcard Campaign, Pastoral Plan for Pro-Life Activites juga berisi imbauan kepada
seluruh umat Katolik untuk bersatu melindungi dan menghormati setiap kehidupan
manusia termasuk janin.

Meskipun hingga saat ini aborsi masih dinyatakan legal di AS, keberhasilan
USCCB untuk memperjuangkan penolakan terhadap legalisasi aborsi dapat dilihat
melalui keberhasilannya meloloskan PBA Ban Act serta kemenangan dalam kasus

Webster v. Reproductive Health Services yang membatasi aborsi di AS. Selain karena
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faktor organisasi yang memiliki staf professional untuk melobi cabang legislatif,
keberhasilan USCCB juga disebabkan oleh banyaknya massa yang dimiliki oleh
USCCB di AS. Sebagai kelompok agama yang konservatif, kelompok Katolik
memiliki ikatan yang kuat satu sama lain, terutama terhadap institusi agamanya.
Dengan demikian, sangat mudah bagi USCCB untuk mempengaruhi umat katolik yang
juga merupakan salah satu kelompok agama besar di AS. Hal tersebut dapat dimanfaat

kan dengan baik oleh USCCB sebagai daya tawar terhadap anggota Kongres AS.

3.4.2 Kesejahteraan

Anne Marie Cammisa dan Paul Christopher Manuel membuat tulisan yang
membahas mengenai kesejahteraan dan reformasi kesehatan di Amerika dengan judul
Religious Groups as Interest Groups: The United States Catholic Bishop in the Welfare
Reform Debate of 1995-1996 and the Health Care Reform Debate of 2009-
2010.%Peranan USCCB dalam isu kesehatan merupakan salah satu upayanya untuk
mempengaruhi pemerintah AS membatasi penggunaan dana federal untuk aborsi.
Karena hal tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan isu aborsi yang telah
dipaparkan sebelumnya, maka penulis akan lebih fokus pada isu kesejateraan dalam
merangkum tulisan Cammisa dan Manuel.

Kelompok Katolik di AS memiliki keyakinan bahwa gereja dan negara memiliki
kewajiban moral terhadap kaum miskin di AS. Dalam tulisan Cammisa dan Manuel,
membahas mengenai rancangan undang-undang reformasi kesejahteraan pada masa
kepresidenan Bill Clinton. Berbeda dengan isu aborsi dimana USCCB berupaya untuk
meloloskan rancangan undang-undang, dalam hal ini USCCB melakukan lobi untuk
menolak rancangan undang-undang tersebut. Menurut USCCB, dalam rancangan

undang-undang tersebut, pemerintah AS berupaya untuk melepaskan diri dari tanggung

85 Anne Marie Cammisa dan Paul Christoper Manuel. 2016. Religious Groups as Interest Groups: The
United States Catholic Bishop in the Welfare Reform Debate of 1995-1996 and the Health Care Reform
Debate of 2009-2010. Diakses dari http:/www.mdpi.com/2077-1444/7/2/16/htm pada 19 Mei 2016
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jawabnya kepada kaum miskin di AS. Secara detail, rancangan undang-undang tersebut
menghilangkan status hak kesejahteraan rakyat dan juga menciptakan the block grant.

Dengan menghilangkan status hak kesejahteraan rakyat, artinya masyarakat AS
yang memenuhi persyaratan terhadap akses kesejahteraan, tidak lagi secara otomatis
bisa menggunakan haknya. Sementara dengan adanya the block grant artinya
pemerintah federal akan mengurangi pemberian dana kepada pemerintah negara bagian
untuk membayar kesejahteraan rakyat di negara bagian tersebut. Manurut kelompok
Katolik, dengan mengesahkan undang-undang tersebut pemerintah AS hanya berfokus
pada permasalahan dependensi kesejateraan masyarakat miskin yang bergantung pada
bantuan pemerintah, tanpa berupaya untuk mengatasi kemiskinan yang sebenarnya
merupakan sumber masalah di AS. The block grant juga melanggar prinsip subsidiarity
yang menekankan komunitas besar untuk membantu komunitas kecil dalam
menyediakan bantuan kepada masyarakat miskin.

Upaya kelompok agama dalam menggagalkan rancangan undang-undang
tersebut adalah melalui lobi terhadap anggota Kongres serta berupaya untuk
mempengaruhi Presiden Bill Clinton untuk memveto rancangan undang-undang
tersebut. Pada 24 Januari 1994, Catholic Charities yang merupakan aliansi USCCB
dalam menolak rancangan undang-undang reformasi kesejahteraan, mempublikasikan
pernyataan berjudul Transforming the Welfare System. Dalam pernyataan tersebut,
Catholic Charities menekankan kebutuhan lapangan kerja dan upah keluarga di AS.
Pada 1995, USCCB (pada masa itu masih bernama NCCB) juga mengeluarkan
statemen mengenai prinsip kesejahteraan yang dinamakan Moral Principles and Policy
Priorities for Welfare Reform. Dalam pernyataan tersebut, USCCB menekankan
bahawa kemiskinan merupakan masalah utama, bukan ketergantungan kesejahteraan.
Selain itu, dalam pernyataan tersebut juga berisi peringatan tentang penghapusan hak
kesejahteraan.

Tidak hanya mengeluarkan statemen resmi, USCCB juga bertemu dengan
anggota Kongres AS dari negara bagian Florida, Clay Shaw dan dari negara bagian

Missouri, Jim Talent. Keduan anggota kongres tersebut merupakan perancang utama
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dari rencana reformasi kesejahteraan. Dalam pertemuan tersebut kelompok Katolik
berupaya untuk menyampaikan permasalahan dalam rancangan undang-undang
reformasi kesejahteraan yang bersangkutan dengan kepentingan atau keyakinan umat
Katolik di AS. Sementara anggota Kongres AS berusaha menjelaskan alasan rasional
dari rancangan undang-undang tersebut. Pandangan kelompok Katolik diterima dengan
baik, akan tetapi pertemuan tersebut tidak menghasilkan dampak apapun terhadap
rancangan undang-undang reformasi kesejahteraan. Lebih lanjut, meskipun pertemuan
dengan anggota Kongres AS diatas mengalami kegagalan, USCCB terus berupaya
untuk mempengaruhi cabang legislatif dengan terus melakukan pertemuan dengan staf
ahli anggota Kongres serta dengan mengirimkan surat-surat pernyataan kepada media
berita di AS, salah satunya the Washington Post.

Upaya kelompok Katolik untuk menggagalkan rancangan undang-undang
reformasi kesejahteraan tidak berhasil ketika rancangan undang-undang tersebut lolos
di Kongres AS dan Presiden Bill Clinton memutuskan untuk menandatanganinya.
Namun demikian, kelompok Katolik juga berhasil untuk merubah beberapa bagian
dalam rancangan undang-undang tersebut. Bagian tersebut adalah mengenai Medicaid
block grant, yang membatasi penggunaan dana federal yang diberikan kepada
pemerintah negara bagian untuk menggunakan dana tersebut dalam hal asuransi
kesehatan. keberhasilan kelompok Katolik dalam hal ini utamanya adalah merupakan
hasil lobi terhadap bidang eksekutif serta janji politik Presiden Bill Clinton untuk tidak
mengubah pertauran mengenai Medicaid. Selain itu, kelompok Katolik juga berhasil
mengubah pasal atau ketentuan mengenai cap keluarga yang membatasi keuntungan

kesejahteraan bagi wanita yang memiliki anak.



BAB 4 UPAYA KELOMPOK AGAMA DALAM MENOLAK
PERNIKAHAN SESAMA JENIS DI AMERIKA SERIKAT

Meskipun Mahkamah Agung AS telah melegalisasi pernikahan sesama jenis di
AS pada 26 Juni 2015, penolakan kelompok agama terhadap pernikahan sesama jenis
juga masih terus berlanjut, terutama ditingkat negara bagian. Untuk melihat bagaimana
kelompok agama memperjuangkan oposisinya terhadap pernikahan sesama jenis di AS,
penulis menggunakan konsep kelompok kepentingan. Melalui konsep kelompok
kepentingan, kelompok agama diposisikan sebagai sebuah kelompok kepentingan yang
mengadvokasikan anti pernikahan sesama jenis di AS.

Agar mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif, dalam bab ini penulis
akan menjelaskan upaya-upaya yang digunakan oleh kelompok agama mulai dari
upaya mereka mempengaruhi cabang legislatif AS agar meloloskan Defense of
Marriage Act (DOMA) pada tahun 1996. Selanjutnya kelompok agama juga terus
melakukan upaya untuk meloloskan undang-undang serupa dengan DOMA yang
bertujuan untuk mempatenkan definisi pernikahan menjadi (hanya) pernikahan
heteroseksual dalam Konstitusi AS. Undang-undang tersebut disebut dengan Federal
Marriage Amendment (FMA) dan Marriage Protection Act (MPA)

Selain berupaya mempengaruhi cabang legislatif secara langsung, kelompok
agama juga berupaya untuk mempengaruhi masyarakat AS untuk mendukung DOMA,
FMA, MPA, serta membentuk opini masyarakat mengenai pernikahan melalui
kampanye media massa. Kelompok agama juga berusaha untuk membangun jaringan
yang mengadvokasikan kepentingannnya dalam pemerintahan AS dengan mendukung
calon-calon pejabat publik yang mendukung pernikahan heteroseksual dan berupaya
menggalkan calon pejabat publik yang mendukung pernikahan homoseksual. Upaya-
upaya tersebut juga dilengkapi dengan aksi demonstrasi untuk menggalang dukungan

lebih besar. Keseluruhan upaya tersebut kemudian akan dibahas dalam bab ini.
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4.1 Lobbying

Lobi merupakan salah satu jalur utama yang sering digunakan oleh kelompok
kepentingan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Melalui lobi, kelompok
kepentingan mencoba menyampaikan kepada pejabat pemerintah mengenai opini atau
kepentingannya terhadap suatu isu. Kongres AS menuliskan dalam websitenya bahwa
lobi merupakan kegiatan yang mencoba untuk membujuk anggota Kongres AS untuk
mengajukan, meloloskan, atau menolak undang-undang atau untuk mengubah hukum
yang ada.! Peraturan mengenai lobi disebutkan dalam Lobbying Disclosure Act 1995.
Dalam undang-undang tersebut aktivitas lobi didefinisikan sebagai:

“... lobbying contacts and effort in support of such contacts, including
preparation and planning activities, research and other background
work that is intended, at the time it is performed, for use in contacts,
and coordination with the lobbying activities or others.””

Sementara apa yang dimaksud dengan lobbying contact juga didefinisikan
dengan jelas sebagai:

“«

any oral or written communication (including an electronic
communication) to a covered executive branch official or a covered
legislative branch official that is made on behalf of a client... "

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa meskipun sebagain besar lobi di AS
banyak dilakukan terhadap cabang legislatif AS, akan tetapi cabang eksekutif maupun
yudikatif juga seringkali menerima aktivitas lobi dari kelompok-kelompok
kepentingan. Hal tersebut juga dilakukan oleh kelompok agama dalam hal pernikahan
sesama jenis, baik dalam tingkat federal maupun negara bagian

Untuk dapat melihat bagaimana kelompok agama berupaya untuk

mempengaruhi cabang pemerintahan di AS dalam isu homoseksual, penulis akan

1United States Senate. Lobbying. Diakses dari
http://www.senate.gov/reference/reference_index subjects/Lobbying_vrd.htm pada 5 Juni 2016
20ffice of the Clerk. Lobbying Disclosure Act. Diakses dari http:/lobbyingdisclosure.house.gov/Ida.html
pada 5 Juni 2016

$Ibid.
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menggunakan beberapa undang-undang federal ataupun negara bagian dimana

kelompok agama mengambil peranan baik untuk mendukung ataupun menolak.

4.1.1 Defense of Marriage Act (DOMA)

DOMA diusulkan oleh anggota HoRpada 7 Mei 1996.*Dalam Kongres AS,
DOMA tercatat sebagai H.R.3396 dan terdiri dari 3 bagian.” Bagian pertama
memperjelas bahwa undang-undang tersebut disebut dengan DOMA. Bagian kedua
berjudul ‘Powers Reserved to the States’ dan berisi:.

‘No State, territory, or possession of the United States, or Indian tribe,
shall be required to give effect to any public act, record, or judicial
proceeding of any other State, territory, possession, or tribe respecting
a relationship between persons of the same sex that is treated as a
marriage under the laws of such other State, territory, possession, or
tribe, or a right or claim arising from such relationship. ®

Dari statemen diatas dijelaskan bahwa setiap negara bagian tidak dipaksa untuk
mengakui undang-undang, kebijakan publik, maupun proses pengadilan dari negara
bagian lain dalam hal pernikahan. Dengan demikian, klausul Full Faith and Credit
tidak berlaku ketika menyangkut hal pernikahan. Setiap negara bagian juga memiliki
kebebasan tersendiri untuk membuat kebijakan mengenai pernikahan sesama jenis:
apakah pernikahan tersebut diakui dimata hukum negara bagian atau tidak. Sebagai
contoh dari bagian kedua DOMA adalah apabila pasangan sesama jenis menikah di
salah satu negara bagian AS yang telah mengakui pernikahan homoseksual kemudian
pergi atau tinggal di negara bagian yang tidak mengakui pernikahan sesama jenis,
pasangan tersebut tidak diakui sebagai pasangan yang telah menikah di negara bagian

dimana mereka bepergian atau tinggal.

4Congress.gov. H.R.3396 — Defense of Marriage Act. Diakses dari https://www.congress.gov/bill/104th-
congress/house-bill/3396/summary pada 5 Juni 2016

SCongress.gov. H.R.3396 — Defense of Marriage Act. Diakses dari https://www.congress.gov/bill/104th-
congress/house-bill/3396/text/enr pada 5 Juni 2016

®U.S. Government Publishing Office. H.R.3396. Diakses dari https:/www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-
104hr3396enr/pdf/BILLS-104hr3396enr.pdf pada 5 Juni 2016
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Sementara bagian kedua mengatur mengenai pernikahan di negara bagian,
bagian ketiga DOMA mengatur mengenai pernikahan dalam level federal. Bagian
ketiga tersebut berjudul ‘Definition of Marriage’ dan berisi:

“In determining the meaning of any Act of Congress, or of any ruling,
regulation, or interpretation of the various administrative bureaus and
agencies of the United States, the word ‘marriage’ means only a legal
union between one man and one woman as husband and wife, and the
word ‘spouse’ refers only to a person of the opposite sex who is a
husband or a wife.””’

Bagian ketiga diatas menjadi dasar bagi berbegai kebijakan pemerintah AS
dalam hal pernikahan, khususnya ketika berkaitan dengan hak-hak kaum LGBT.
Dengan adanya bagian ketiga diatas, pernikahan sesama jenis tidak diakui oleh
pemerintah federal AS, sehingga pemerintah AS tidak memiliki kewajiban untuk
memberikan keuntungan seperti halnya kepada pasangan heteroseksual. Salah satu
contohnya adalah keringanan pajak.

Bagaimana DOMA kemudian diusulkan adalah dikarenakan keputusan
pengadilan tinggi negara bagian Hawaii dalam kasus Baehr v. Lewin. Dalam kasus
tersebut Nina Baehr bersama dengan dua pasangan homoseksual lainnya menggugat
negara bagian Hawaii yang menolak untuk mengeluarkan lisensi pernikahan sesama
jenis. Keputusan final pengadilan negara bagian Hawaii memberikan kemenangan
kepada Nina Baehr dengan menyatakan bahwa larangan pernikahan sesama jenis di
negara bagian Hawaii melawan konstitusi negara bagian Hawaii.

Keputusan negara bagian Hawaii tersebut menjadikan masyarakat AS terbelah
menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang mendukung pernikahan sesama jenis
dan menyambut baik keputusan tersebut. Kelompok ini umumnya adalah kelompok
LGBT atau kelompok-kelompok yang pro terhadap kaum LGBT. Kedua, kelompok
yang mengutuk keputusan pengadilan negara bagian Hawaii dan memandangnya

sebagai ancaman terhadap masyarakat AS. Dari kedua kelompok tersebut, kelompok

Ibid.
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kedua memiliki jumlah massa yang lebih besar. Kelompok ini memandang bahwa
pernikahan sesama jenis salah secara moral.®

Berdasarkan klausul Full Faith and Credit Konstitusi AS, setiap negara bagian
harus mengakui keputusan hukum di negara bagian lain. Ketika pengadilan negara
Hawaii menyatakan bahwa pasangan sesama jenis berhak untuk mendapatkan lisensi
pernikahan seperti halnya pasangan heteroseksual, maka negara bagian lain juga harus
mematuhi putusan tersebut. Sementara pada masa itu tidak satupun negara bagian AS
yang menyetujui tindakan atau bahkan pernikahan sesama jenis. Tidak hanya di negara
bagian lainnya, mayoritas masyarakat negara bagian Hawaii juga tidak menyetujui
pernikahan sesama jenis. Jajak pendapat yang dilakukan pasca keputusan pengadilan
tinggi negara bagian Hawaii menunjukkan bahwa lebih dari 70% masyarakat negara
bagian Hawaii menolak legalisasi pernikahan sesama jenis.” Bahkan dengan adanya
keputusan pengadilan tinggi negara bagian Hawaii persentase masyarakat yang
menolak pernikahan sesama jenis tidak menurun, sebaliknya persentase tersebut
cenderung meningkat.

Keputusan fenomenal pengadilan tinggi negara bagian Hawaii dan adanya
klausul Full Faith and Credit kemudian memicu reaksi kelompok-kelompok yang
menolak pernikahan sesama jenis. Katolik Roma, Latter-day Saint, dan komunitas
Protestan Evangelis memobilisasi masyarakat (negara bagian Hawaii) untuk
menegaskan kembali definisi pernikahan tradisional.’®’Kelompok agama tersebut
mendorong badan legislatif negara bagian Hawaii pada tahun 1994 untuk menyatakan
bahwa keputusan pengadilan negara bagian adalah salah dan menegaskan kembali

pernikahan adalah antara satu lelaki dengan satu perempuan. Merespon hal tersebut,

8Todd Donovan, dkk. 2014. State and Local Politics. US: Cengage Learning. Hlm. 476. Diakses dari
https://books.google.co.id/books?id=e-
rKAgAAQBAJ&pg=PA476&1lpg=PA476&dq=group+protesttont+hawaii+same+sex+marriage+decisio
nt+in+1993 &source=bl&ots=g8UChd7RBC&sig=DV7RrtzIUrcXOYO0wS5qHgnjje9Kc&hl=id&sa=X &v
ed=0ahUKEwi7lbehgM7NAhWMt48KHXK CgwQ6AEIOjAE#v=0onepage&qg=group%?20protest%620
on%_20hawaii%20same%20sex%20marriage%20decision%20in%201993 & f=false pada 5 Juni 2016
®David Orgon Coolidge. 1997. Same-Sex Marriage: As Hawaii Goes ... . Diakses dari
http://www.firstthings.com/article/1997/04/003-same-sex-marriage-as-hawaii-goes pada 5 Juni 2016
O7bid.
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badan legislatif negara bagian Hawaii kemudian berupaya untuk mengamandemen
konstitusi negara bagian Hawaii. Akan tetapi upaya tersebut mengalami kegagalan.!
Selain itu, pada tahun 1995 pemerintah negara bagian Hawaii menyatakan
dukungannya terhadap pernikahan sesama jenis.'?

Sementara itu di negara bagian lainnya, kelompok yang menolak pernikahan
sesama jenis juga berupaya melobi pemerintahnya untuk membuat peraturan yang
melarang pernikahan sesama jenis. Kelompok kepentingan aktif di negara bagian-
negara bagian yang memiliki afiliasi dengan kelompok agama, khususnya kelompok
Katolik Roma dan Protestan Evangelis, menekankan pada alasan moral dalam
melakukan aktivitas lobinya.'® Kelompok ini menyamakan isu pernikahan sesama jenis
seperti isu aborsi yang dilarang secara tegas oleh agama. Belajar dari isu aborsi,
kelompok agama melihat pentingnya untuk mendefinisikan sebuah isu secara tegas
dengan melandasakan pada prinsip moral untuk menarik perhatian masyarakat.'*
Selain itu, untuk menarik dukungan massa yang lebih besar, kelompok tersebut juga
menekankan pernikahan sesama jenis sebagai ancaman terhadap sacred institution,
yaitu pernikahan heteroseksual. Sebagai ancaman terhadap pernikahan lawan jenis,
pernikahan homoseksual juga mengancam pondasi moral masyarakat AS yang akan
menyebabkan poligami, perzinahan, dan kerusuhan dalam masyarakat.*

Pasca keputusan negara bagian Hawaii, kedua kelompok yang berkepentingan—

kelompok pro pernikahan sesama jenis dan kelompok agama yang menolak pernikahan

UArthur S. Leonard. 1997. Going for the Brass Ring: The Case for Same-Sex Marriage. Cornell Law
Review. HIm. 572. Diakses dari http://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol82/iss3/3/ pada 5 Juni 2016
2David Orgon Coolidge. 1997. Same-Sex Marriage: As Hawaii Goes ... . Diakses dari
http://www.firstthings.com/article/1997/04/003-same-sex-marriage-as-hawaii-goes pada 5 Juni 2016
13Todd Donovan, dkk. 2014. State ... Loc.Cit.

“Ibid.
15Ronald L. Steiner. 2009. Dalam Todd Donovan, dkk. 2014. . State and Local Politics. US: Cengage
Learning. Hlm. 476. Diakses dari https://books.google.co.id/books?id=e-
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ed=0ahUKEwi7lbehgM7NAhWMt48KHXK CgwQO6AEIOjAE#v=0onepage&q=group%20protest%20
on%?20hawaii%20same%20sex%20marriage%20decision%20in%201993 &f=false pada 5 Juni 2016
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sesama jenis—-membawa isu pernikahan sesama jenis ke tingkat pemerintah federal.®
Pemerintah federal, khususnya badan legislatif, pada tahun 1996 didominasi oleh partai
Republik yang memiliki pandangan konservatif dibandingkan liberal. Selain itu, Partai
Republik pada tahun 1990-an memiliki jumlah konstituen yang besar dari kelompok
agama.!’ Hal tersebut sedikit banyak kemudian mempengaruhi keberhasilan kelompok
agama dalam melobi Kongres AS untuk mencapai tujuannya. Namun demikian,
terlepas dari upaya lobi kelompok agama, Kongres AS juga menyadari adanya potensi
konflik antar negara bagian yang mungkin dapat terjadi dalam hal pernikahan sesama
jenis. Maka dari itu untuk mencegah adanya konflik antar negara bagian di masa depan,
Kongres AS kemudian membuat undang-undang yang bernama DOMA.

DOMA diusulkan oleh anggota HoR, Bob Barr, pada 7 Mei 1996.18 Bob Barr
merupakan perwakilan dari negara bagian Georgia dari Partai Republik AS. Ta dikenal
sebagai Kristen konservatif dan konstitusionalis yang memiliki pendukung terbanyak
dari kalangan pemilih evangelis.!® Selain pernah bekerja sebagai karyawan Central
Intteligence Agency (CIA) dan pengacara, pada tahun 2008 Bob Barr sempat
mencalonkan diri sebagai Presiden dari Partai Libertarian. Sebagai politisi yang
banyak mendapatkan dukungan dari kaum evangelis, selama menjadi anggota HoR,
Bob Barr banyak mengadvokasi nilai-nilai moral yang diusung oleh agama seperti

peperangan terhadap narkoba dan pernikahan kaum gay. Begitu pula selama masa

16Todd Donovan, dkk. 2014. State ... Op.Cit. Hlm. 477.
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